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BUPATI BANYUMAS 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 1gTAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor I Tahun 201 l tcnr.ang 

Pajak Daerab sebagaimana telah beberapa kali diLtbah u:rakhir 

denga n Peraturan Daerah Kabupacen Banyumas Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraruran Daerah 

KabLtpaten Banyumas Nomor 1 Tabw, 2011 Lent.ing Pajnk 

Daerah, perlu menetapkan Peraluran BupaLi tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Hotel; 

1. Pasal I 8 Ayac (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 13 Tabun 1950 Lcntang 

Pembcnrukan Daernh-Dacrah Kabupalc.:n Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan ReLribusi Daerab (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan L<.'mbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sc.;bagaimana Lelah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipca Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2020 Nornor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-undang Nomor 23 Ta h un 2014 ten tang 

Pemerint.ahan Dae rah (Lembaran Negara Tahun 20 l 4 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Telllang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

5. Peraturan Pcmerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan 

SuraL Paksa (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 247, Tambahan Lcmbaran Negara Republlk 

Indonesia Nomor 4049); 

6 Peraturan Pemerin Lah Nomor 12 Tc1hun 2019 tcntang 

Pengelolaan l(euangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambc1han Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 20 IO teniung ,Jen is 

Pajak Dacrah yang Dipungul Berdasarkc111 Penctapan Kepala 

Dacrah ntau Dibayar Scndiri Oleh Waj1b Pajak (Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor Republtk Indonesia 

Nomor 5179); 

8. PeraLuran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tcntang 

l{etentuan Umum dan TaLa Cara Pcmungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 

Nomor 5950); 

9. Pcraturan Dacrah Nomor I Tahun 20 I I ten tang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah l<abupaten Banyumas Tahun 

2011 Nomor l Seri E) sebagaimana telah bebcrapa kalt 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah KabupaLen 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahnn Kcdpa 



Menetapkan 

Acas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 

Tahun 20IJ tentang Pajak Daerah (Lcmbaran Dacrah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor I Seri 8). 

MEMUTUSl<AN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK HOTEL 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam peraturan Bupati in1, yang dimaksud dengan: 

l. Daerah adalah l(abupaten Banyumas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bcserla perangkal Daerah sebagai unsur 

penyelcnggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

4. Sadan Daerah/Dinas Daerah adalah Sadan Daerah/ Dinas Duerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan ur·usan Leknis operasional di b1dang 

pendapatan daerah. 

5. Kepala Sadan Dacrah/ Dinas Daerah adalah l<cpala Badan Daerah/ Dinas 

Daerah yang mempunyai Lugas melaksanakan urusan wknis opcrasional di 

bidang pendapacan daerah. 

6. Kas Dacrah adalah Kas Daerah Kabupalcn Banyumas. 

7. PcjabaL adalah pegawai yang dibcri tugas LcrLentu di bidang pcrpajakan 

daerah sesuai dengan Peraturan Pertmdang-undangan. 

8. Pajak Daerah yang selanjutnya discbul Pajak adalah konlribusi wajib kepada 

Daerah yang lerutang oleh orang pribadi atau badan yang bcrsifaL memaksa 

bcrdasarkan undang-undang, dengan lidak mendapGtlkan irnbalw, s1,;<..~.tra 

langsung dan digunakan untuk keperluan Dacrab bagi sebesar-bcsarnya 

kernakmuran rakyal. 

9. Badan adaJah sekumpLlian orang dan/atau modal yang merupakan 

kcsatuan, baik yang rnelakukan usaha maupun yang Lidak mdakukan 

t1saha yang rncliputi pcr:seroan terbatas, pcrscroan komanditer, pc:rscro:m 

lainnya, Sadan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah deni-:an 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopcrasi, dami pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan. organisasi masa, organisusi sosml 



politik, organisasi lainnya, lembaga dan bcntuk badan lainnya Lermasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

I 0. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. 

11. Hotel adalah fasilitas penyeclia jasa pe ngina pa n / pedstfrahalan Le rmasL1k 

jasa tcrkail lainnya dcngan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 

losmen, gubug pariwisata, wisma pari,\'iSata, pesanggrahan, rumah 

penginapan dan scj1::nisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lcbih 

dru·i IO (sepuluh). 

12. Pengusaha Hotel ada lah pcrseorangan atau badan yang menyclenggarakan 

usaha hotel un tu k dan alas namanya sendiri at.au untuk dan atas nama 

Pihak La in yang menjadi tanggungannya. 

13. Wajib Pajak adalah ora ng pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, d iwajibkan untuk 

melakukan pembayarnn pajak yang Len.1tang, termasuk pemungut atuu 

pemotong pajak Lertenlu. 

I 4. Penanggung Pajak adala h orang pribadi a ta u badan yang benanggung jawab 

atas pembayaran Pajak Hotel, termasuk wakil yang menjalankan hak dan 

memenuhi kewajiban Wajib Pajak menui-ut ketentuan peraturan Pcrpajakan 

Dacrah. 

15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjulnya disingkaL NPWPD adalah 

nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarnna dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunaka n sebagai tanda pengenal diri 

a tau identitas Wajib Pajak clan usaha Wajib Pajak dalam melaksanak11n hak 

dan kewajiban Pc rpajakan Daera h. 

16. Pemungutan adalah suulu rangkaian kegiatan mu la1 dari pcnghimpunan 

data objek, subjek pajak dan penernuan besarnya pajak yang tcrutang, 

sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pcngawasan pcnyelorannya. 

17 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan salll bulnn 

takwim atau jangka waktu lain yang ditclapkan dcngan kcputusan Bupati 

18. J atuh tempo pembayaran adala h tanggal batas akhir pembayaran clan 

penyetoran pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 

kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dcngan 

tah un kalender. 

20. Pajak yang Leruu.tng adala h pajak yang harus clibayar pada suatu sa.H, 

dalam masa pajak, da lam Lahun paJak a ta u dalam bagian tahun pajak 



sesuai dengan ketenLuan peralllran pcrundang-undangan pcrpajakttn 

daerah. 

21. Penagihan adalah scrangkaian Lindakan agar penanggung Pajak melunasi 

utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak clengan mcnegur atau 

memperingatkan, melaksanakan Penagihan scketika dan 

sekaligus,memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang 

yang telah disita. 

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjuLnya disingkal SPTPD 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan unluk mclaporkan 

penghiLungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/at.au bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kcwajiban, menurut ketenlUan pcraturan 

perundang-undangan perpajakan Daerah. 

23. Elektronik Surat Pemberilahuan Pajak Daerah yang sclanjutnya discbuL c

SPTPD adalah rasilitas yang d isediakan oleh Perangkat Daernh bidang 

pendapatan kcpada WaJib Pajak scbagai sural clcktronik yang digunak.u1 

oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atat.1 pembayaran 

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau hana dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan pcraLuran perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

24. Surat Sctoran Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkal SSPD adalah sural 

yang oleh Wajib Pajak digunakan unluk melakuk..in pembayaran alau 

penyewran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank yang ditunJuk 

oleh Bupati. 

25. SL1ral Ketetapan Pajak Dacrah yang sclanjutnya disingkaL SKPD adalah 

surat ketetapan pajak yang mcnentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

terutang. 

26. Surat Ketetapan Pajak Dae rah Ku rang Bayar, yang selanj utnya disingk,ll 

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan bcsarnya jumlah 

pokok pajak, jumlah krediL pajak, jumlah kckurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar 

27. Surat Ketctapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjulnya 

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan paJak yang menenmkan 

Lambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang sela.njutnya d1singkal SKPDN 

adalah surat kctetapan pajak yang mcnenLukan Jllmluh pokok pajak samu 



besamya dengan jumlah krediL pajak at.au pajak tldak lerutang dan tidak 

ada kredit pajak. 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjuu,ya disingkaL 

SKPDLB adalah surat ketelapan pajak yang menentukan jumlah kc::leb1han 

pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada paJak 

yang terutang at.au tidak seharusnya terulang. 

30. Surat Tagiban Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah sural 

unluk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adminisLraLir berupa 

bunga dan/atau denda. 

31. Surat Teguran adalah surat yang ditcrbiLkan oleh PeJabal unruk menegur 

Wajib Pajak untuk melunasi ulang Pajaknya. 

32. Surat Paksa adalah surat pcrintah membayar utang Pajak dan 

biayapenagihan Pajak. 

33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hicung dan/atau kckeliruan dalam pcncrapan 

kercntuan lertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 

Daerah, yang terdapat dalan, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Sl<PDLB, 

at.au STPD. 

34. Surat Kepu tusan Kcberatan adalah surat kcputusa n at.as keberatan 

terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD. 

35. Surat Permintaan Pembaya.ran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang diterbitkan olch pejabat yang bertanggung Jawab atas 

pclaksanaan kegiatan/bcndahara pcngcluaran untuk mcngajukan 

permiataan pembayaran. 

36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkal SPM adalah dokumcn 

yang digunakan/diterbitkan olch pengguna anggaran/kuasa pcngguna 

anggaran untuk penerbitan SP2D alas beban pcngcluaran DPA-SKPD. 

37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkal SP2D .idalah 

dokumen yang digunakan scbaga1 dasar penca1ran dana yang diterbitkan 

oleh BUD berdasarkan SPM. 

38. Sau.tan Kerja Pengclola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah pcrangkat daerah pada pemerintah dacrah sclakLt pcngguna 

anggaran/pengguna barang, yangjuga melaksanakan pengelolaan keuangan 

dacrah. 

39. Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang sclanjLHnya disingkat PPKD .idalah 

kcpala satuan kerja pengelola kcuangan daerah yang selanjurnya disebut 



dengan kepala SKPKD yang rnempunyai Lugas rnelaksanakan pcngelolann 

APBD dan bertinclak sebagai benclahara umurn claerah. 

40. Benclahara Umum Daerah yang selanjutnya clisingkat BUD adalah PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

41. Forcemajeur adalah suatu kcadaan dimana scora ng wajib pajak dibebaskan 

untuk mcmcnuhi kewajiban melakukan pcmbayaran pajak yang disebabkan 

oleh suatu kejaclian yang terjacli diluar kcmampuan rnanusia dan lidak 

dapat dihindarkan. 

42. Online adalah sambungan langsung antarn subsisccm satu dengan 

subsistcm lainnya secara tcrin l.cgrasi atau keadaan kompuLCr yang 

terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabi la komputcr 

seclang online bisa mengakses inte rnet tersebut. 

43. Pcnelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meniJai 

kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampira n- lampirannya 

cermasuk penilaian tentang kebenara n pcnulisan clan penghitungannya. 

44. Pemeriksaan adalah scrangka1an kegiatan untuk mencari, mengL1mpulkan 

clan mengolah dala dan/alau keterangan lainnya, untuk menguji kepacuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah. dan un tuk tujuan lain clalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan dacra h. 

45. Banding adalah upaya hukum yang dapat d ilakukan o leh Wajib Pajak atau 

penanggung pajak terhadap sualu kepuLUsan yang dapat diajukan banding, 

berdasarkan ke tentuan pcratura n pcrundang-undangan pcrpajakan yang 

berlaku. 

46. Pucusan Banding adalah pulusan badan peradilan pajak a tas banding 

tcrhadap Surat Keputusan Kcberatan yang cliaJukan oleh WnJib Pajak. 

BABU 

NAMA, OBYEK PAJAI< DAN SUBYEI< PAJAK 

Pasal 2 

Alas pelayanan yang disediakan oleh hotel dipungul pajak dengan nama Pujak 

Hotel. 

Pasal 3 

(l) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh l1otel deng1m 

pembayaran, Lermasuk jasa pcnunJong sebaga1 kclengkapan hotel yang 



sifatnya memberikan kemudahan dan kcnvamanan, tcrmasuk fasilnas 

olahraga dan hiburan. 

(2) Jasa penunjang scbagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah rasilitas 

Lelepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, 

transportasi dan fasi litas sejcnis lainnya yang disediakan atau dikelola hote l. 

(3) Pasilitas olahraga dan hiburan scbagairnana dimaksud pada ayat ( l) anwrn 

lain pusat kebugaran {fitness cencer), kolam rcnang, Lenis, karaoke, pub, dis 

kotik, salon kecantikan, spa atau message yang disediakan atau d1kelola 

hotel. 

(4) Termasuk dalam obyek pajak hotel scbagaimana dimnksud pada ayat (I) 

adalah: 

a. hotel; 

b. motel; 

c. losmen; 

d. gubug pariwisata; 

e. wisma pariwisata; 

r. pesanggrahan; 

g. rumah penginapan; dan 

h. rumah kos dengan jumlah kamar lcbih dari 10 (sepu luh) dcngan lc1rif 

sewa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke aras per bulan. 

(5) Pasilitas restoran, jasaboga/katering, care dan scjenisnya, karaoke, diskotik, 

pub, bar, pusat kebugaran (fitness centre), salon kecantikan, spu/massage 

dan sejenisnya, kolam rcnang, Lenis, bila digunakan untuk memberikan 

pelayanan kepada bukan Lamu hotel dan/atau kepada masyaraka l umum, 

wajib didaftarkan oleh Wajib Pajak Hotel kepada Badan Daerah/ Dinf.l~ 

Dacrah untuk dikukuhkan sebaga1 Wajib Pajak yang terpisah tlari Pajak 

HOLCI. 

(6) Pemberian pelayanan kepada bukan tamu hotel dan/atau kepada 

masyarakat umum sebagairnana dimaksud pada ayal (5). dikenakan pajak 

sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, yakni : 

a. fasilitas restoran, jasa boga/katering, care dan sejenisnya, dikenakan 

pungutan Pajak Resroran; 

b. fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kcbugaran 

(fitness centre), salon kecanLikan, spa/ massage dan sejenisnya, kolam 

renang, tcnis, dikenakan pungutan Pajak Hiburan; 

c. fasilitas parkir, dikenakan pungt1Lan Pajak Park1r. 



(7) Apabila Wajib Pajak Hotel tidak mendaftarkan fasilitas hotel sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua 

puluh lima persen) dari jumlah pajak terutang yang disetorkan terakhir. 

(8) Tidak termasuk dalam obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayal 

(1) adalah: 
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah , 

pemerintah provinsi atau pemerintah daerah; 

b, jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya; 

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan dan pan ti sosial lainnya yang sejenis; 

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

hotel yang dapat dirnanfaatkan oleh umum. 

Pasal 4 

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau Sadan yang mengusahakan hotel. 

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Sadan yang mengusahakan 

hotel. 

BAB Ill 

DASAR PENGENMN, TARIF' DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

Pasal 5 

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada hotel. 

Pasal 6 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut: 

a. Hotel, Losmen, Gubug Pariwisata, W1sma Pariwisata, dan Pesanggarahan 

sebesar 10% (sepuluh persen); 

b. Rumah Penginapan dan Rumah Kos sebesar 5% (lima persen). 

Pasal 7 

(1) Besaran pokok Pajak Hotel terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 



(2) Dalam hal Wajib Pajak Hotel tidak mengenakan pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (!), jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Subyek 

Pajak Hotel telah termasuk Pajak Hotel. 

Pasal 8 

(1) Pengusaha Hotel wajib mengenakan Pajak Hotel dengan tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dalam bukti transaksi yang dibcrikan kepada 

subyek Pajak Hotel. 

(2) Dalam hal Pengusaha Hotel tidak mcngenakan Pa;ak Hotel dalam bukti 

transaksi yang diberikan kepada Subyek Pajak Hotel, maka ;umlah 

pembayaran telah termasuk Pajak Hotel. 

BAB IV 

MASA PAJAK, JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK HOTEL 

Pasal9 

( 1) Masa Pajak Hotel adalah l (satu) bu Ian. 

(2) Pajak Hotel terutang mulai pada saat berakh1rnya masa pajak. 

Pasal 10 

(1) Jatuh tempo pembayaran Pajak Hotel adalah 10 (scpuluh) hari selelah pajak 

terutang. 

(2) Jatuh tempo pembayaran Pajak Hotel yang ditetapkan dalam SKPDKB, 

SKPDKBT dan STPD I (satu) bulan setelah diterbitkan. 

(3) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu 

pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya. 

Pasal 1 I 

(I) Wajib Pajak Hotel dalam memcnuhi kcwajiban perpajakannya dengan cara 

membayar sendiri ke Bank yang ditunjuk oleh Bupat1. 

(2) Besamya Pajak Hotel terutang adalah merupakah hasil perhitungan sendiri 

yang didasarkan pada omzcl atau pendapatan yang diperoleh dan kcg1atan 

usaha hotel. 

(3) Pembayaran Pajak Hotel tennang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus dilakukan sekaligus dan tunas dengan menggunakan SSPD. 



Pasal 12 

(I) Terhadap usaha Hocel yang di lakukan atas nama atau tanggungan beberapa 

orang acau badan, a rau oleh I (saLU) orang atau beberapa badan maka orang 

alau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan 

dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertonggung jawab rcnteng atas 

pembayaran pajaknya. 

(2) Pengusaha Hotel selaku Wajib Pajak Hotel benanggung jawab renteng 

terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan Hotel tersebul. 

Pasal 13 

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Hotel, Bupati 

berwenang menghubungkan sarana pembayaran yang dimiliki oleh Wajib 

Pajak dengan sisu:m pengawasan pcrpajakan dalam jaringan s1stcm 

informasi Pemerintah Dacrah secara online. 

(2) Pengawasan terhadap pembayaran pajak mclalL1i sarana pembayaran Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

caramenghubungkan mesin komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang 

dipergunakan sebagai sarana lransaksi penerimaan, dengan komputcr milik 

Pemerintah Daera h melalui sistem jaringan mformasi Sadan Daerah/ Dinas 

Daerah secara 011/ine. 

(3) Ketentuan lebib lanjut yang bersifal teknis mengenai tata cara penyampaian 

data transaksi pcncrimaan usaha Wajib Pajak sccara online melnlu1 sistem 

jaringan informasi dari Wajib Pajak kc Sadan Dacrah/ Dinas Dacrah, diatur 

dengan Peraturan Bupali. 

Pasal 14 

F'ormal SSPD Pajak Hotel Lc rcanLum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian 

tidak lerpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB V 

TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD 

Pasal 15 

(J) Wajib Pajak Hotel wajib menghilung, memperhitungkan, membayar clan 

mclaporkan sendtri pajak yang lcrutang dengan menggunakan SPTPD. 



(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada 

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari 

setelah berakhirnya masa pajak. 

(3) ApabiJa batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari Ii bur, maka batas 

waktu penyampaian SPTPD jaluh pada hari kerja berikutnya. 

(4) Setiap Wajib Pajak Hotel dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandalangani oleh 

wajib pajak atau penaggung pajak. 

(5) Penyampainn SPTPD sebagairnana dimaksud dalam (1) harus disenai 

dokumen berupa rekapitulasi penerimaan harian dan bukti setoran pajak 

(SSPD). 

(6) Rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) yaitu 

hasit penjumlahan penerimaan dalam 1 (satu) hari atas seluruh layaoan 

yang disediakan oleh Hotel yang bersangkutan. 

Pasal 16 

(1) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas pcnnohonan Wajib Pajak a1.au 

Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu 

penyampaian SPTPD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 15 ayac (3) dan 

ayat (4). 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukao secara tertulis 

disertai a lasan yangjelas. 

(3) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila : 

a. tidak dilandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5); 

b. tidak dilampiri dokurnen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6); 

atau 

c. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Kepala Sadan Daerah/ Dinas 

Daerah melakukan pemeriksaan atau menerbitkan sural ketetapan 

pajak. 



Pasal 17 

(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauao sendiri dapaL 

membetulkan SPTPD yang lelah disampaikan, dcngan menyampaikan surat 

pemyataao tertulis kepada Kepala Sadan Daerah/ Dinas Dacrah, dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sesudah b~rakhimya masa pajak, 

sepanjang belum d!lakukan tindakan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mcmbctulkan senclin SPTPD 

sebagaimana dimaksud pada ayaL (l }, yang mengakibalkan ulang pajak 

menjadi lebih bcsar, maka kepadanya dikenakan sanksi adminisLratif berupa 

bunga sebesar 2% (dua perscn) sebulan atas JUmJah pajak yang kurang 

dibayar, dihitung sejak saal berakhu·nya penyampaian SPTPD sarnpai 

dengan taoggal pembayaran karena pembetulan SPTPD. 

Pasal 18 

Formal SPTPD Pajak Hotel tercanLum dalam Lampiran 11 , yang merupakan bag1an 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati i111. 

BABVI 

TATA CARA PENERB[TAN SURAT KETETAPAN PAJAK 

Pasal 19 

( l) Dalam jangka waktupaling lama 5 (lima) ca hun sesudah saaL teru Langnya 

pajak, Bupali alau Kepala Badan Dacrah/ Dinas Daerah dapal ment:rbitkan 

a. SKPDKB dalam ha! : 

1) jika berdasarkan hasil pemcriksaan, pajak yang LeruLang Lidak awu 

kurang dibayar; 

2) jika SPTPD Lidak disampaikan kcpada Badon Daerah/ Dinas Dacrah 

dalam jangka waklu lerLenlu dan scLelah ditegur secara li.:rlulis tidak 

disampaikan padawaktunya sebagaimana diLcntukan dalam 

suratteguran; 

3) kewajiban mcngisi SPTPD Lidak dipenuhi, pajak yang ten.Hang 

dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT, jika ditemukan daLa baru dan/au.iu data yang semula belum 

terungkap dan menyebabkan penambahan jurnlah pajak yang Lerutang; 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan Jumlah 

kredit pajak atau pajak Lidak terut.ang dan tidak ada kredil pajak. 



(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPD KB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka I) dan angka 2), dikcnakan sanksi 

administraLif ben.tpa bunga scbcsar 2% (d ua perscn) scb~1lan dil1itung dari 

pajak yang kurang atau terlambat dibaya r unLUk jangka wakLu paling lama 

24 (dua puluh empat) bu Ian d ihi tu ng sejak saal tcrutang pajak. 

(3) Jumlah pajak yang ten1Lang dalam SKPDI< B sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a angka 3), d1telapkan secara jabatan dengan ciikenakan 

sanksi adminislrasi ben.tpa kenaikan pajak sebesar 25% (clua puluh lima 

persen) dari pokok pajak yang terutang, cli tambah sanksi adminislraur 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 

puluh empat) bula.11 dihitung scjak saat Lerutangnya pajak sampai dengan 

d1terbitkan SKPDKB. 

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( I) huruf b, dikenakan sanksi administralif berupa 

kenaika□ sebesar 100% (seratus pcrsen) dari jumlah kekurangan pujak. 

(5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). tidak dikcnakan apabila 

Wajib Pajak melaporkan scndiri kekurangan pajak yang ten1lang scbelum 

dilakukan Lindakan pemeriksaan. 

(6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayaL (4) Lidak dapaL dlterbnkan 

sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3). 

(7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada uyat (4) dapat diterbttkan Jeb1h dari 

I (salU) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanJang 

ditemukan lagi data yang bc lum tcrungkap yang mcnycbabkan pcnambahan 

jumlah pajak terutang. 

Pasal 20 

(1) Pajak terutang dihitung secan:1. Jabatan sebaga1mana dimaksud dnlam Pasal 

19 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan olch 

Bupali atau Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah berdasarkan data yang 

ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh BupaLi atau Kepala Sadan 

Daerah/ Dinas Daerah. 



(2) Penetapan pajak secara Jabata n sebagaimana dimaksud pad a ayat (1} dapa l 

dilakukan apabL!a : 

a. Wajib Pajak t.idak menyelenggarakan pcmbukuan dan pcncat.aLan atf;ls 

transaksi/omzet usahanya; 

b. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tctap1 tiduk 

lengkap dan/atau tidak benar; 

c. wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak 

untuk diperiksa dan/atau menolak rnemberikan keterangan pada saat 

di.lakukan pemeriksaan; dan/atau 

d. wajib pajak yang lidak mcnggunokan bukti pembayaran yang wajnr. 

(3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzel yang 

diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (Liga) cara/mctodc dengan 

tahapan prioritas sebagai berikul : 

a. berdasarkan hasil kas opname; 

b. berdasarkan hasil pengamatan langsung/ p1:nungguan di lokasi usah.1 

Wajib Pajak; atau 

c. berdasarkan data pernbanding. 

(4) Penentuan omzet berdasarkan hasil kas opnamc sebagaimana dimaksud 

pada ayaL (3) huruf a, dilakukan sesuai prosedur dan di lakukan sckurang

kurangnya scbanyak 4 (empat} kali kunjungan dengan waktu dan han yang 

berbeda. 

(5) Hasi l kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai sebagai 

nilai omzet per hari yang merupakan nilai rota-raca dari kescluruhan 

pcnerimaan kas menurul basil kas opname tersebut. 

(6) Penentuan omzet bcrdasarkan basil pcngamatan langsung di lokasi usaha 

wajib pajak sebagairnana djmaksud pada ayat (3) huruf b. dilakukan 

sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali kunjungan sesuai jam operas1 

dengan waktu dan hari yang berbeda. 

(7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pnda a_vat 

(6), omzet/pcnerimaan dilaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata Jumlab 

pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakuk:m per 

Orang/ Pengu.njung. 

(8) Penentuan omzel berdasarkan data pcmbanding sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf c, di lakukan dcngan cara mcmbandingkan kondisi 

usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis antara lain th1ri 

fasilitas, kapasitas, klasilikasi Jokasi usaha, tingkat kunjungan dan lain-lam 



secara proporsional alau membandingkan kondisi usaha antara Lahun alau 

bulan dengan tahun atau bulan sebelumnya. 

(9) Data pembanding sebagaima□a dimaksud pada ayat (8) adalah data yang 

lersedia pada Sadan Daerah / Dinas Daerah atau sumbcr lain yang clapaL 

rupertanggungjawabkan. 

Pasal 2 1 

F'ormat SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN Pajak Hotel tcrcanLum dalam Lampiran 

Ill, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN J<ETETAPAN PAJAK DAERAH 

Bagian Pertama 

PembeLula□ 

Pasal 22 

{l) Alas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabaLannya, KcpaJa Sadan 

Daerah/ Dinas Daerah dapal membetulkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ 

SKPDLB/ STPD yang dalam penerbitannya terdapal kesalahan Lulis 

dan/atau kesalahan hilung dan/aLau kekeliruan pencrapan kelt"ntuan 

tertentu dalam peraturan perundang-undangan pcrpajakan Daerah. 

(2) Kesalahan tulis sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) anlara lain kesalahan 

daJam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surac ketetapan pajak, jenn; 

pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/ataL1 Lahun pajak. 

(3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pacla ayat (I) amara lain 

kesalahan dalam penj1.:1mlahan dan/atou pengurangan dan/alau pe!rkalian 

dan/atau pembagian suatu bilangan. 

(4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu daJam peraLuran 

perundang-undangan perpajakan se!b.igaimana dimaksud pada ayaL 

(I ),an Lara lain kekelirLtan dalam penerapan tarir atau kekeliruan penerapan 

sanksi adminiscracir. 

Pasal 23 

(1) Permohonan pembeculan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (I) 

harus memem.1hi persyaratan sebagai berikut : 

a. I (saLU) permohonan diajukan untuk I (satu) keLeLapan p.1jak; 



b. diajukan secara lertulis dalam bahasa Indonesia disen.ai alasan yang 

mendukung permohonannya; 

c. pcrmohonan disampaikan kcpada Bupali melalui Kcpala Batlan 

Daerah/ Dinas Daerah Kabupatcn Banyurnas; 

d. surat permohonan dit:andacangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

surat permohonan d iLandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 

dilarnpiri dengan Surat Kuasa. 

(2) Pcrrnohonan pembetu lan sebagaimana dimaksud dalnm Pasal 22 ayaL I I) 

disampaikan secara tcrtu lis kepada Kepala Badru1 Dacrah/ Dinas Daerah 

dengan d ilampiri: 

a. fotokopi idcntitas Wajib Pajak alau fotokopi idenLitas kuasa Wa11b Pajak 

dalam hal dikuasakan; 

b. dokumcn pcndukung lainnya. 

(3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (scpuluh) han kcrJa 

sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecual i apabila Wajib Pajak 

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebul Lidak dapal dipcnuhi 

karena kcadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Penyampaian permohonan pembctulan sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) 

dapat dilakukan: 

a . secara langsung; atau 

b. melalui pos atau jasa pengiriman Lercatat. 

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(5) Tanggal pent::rimaan surat yang dijadikan dasar untL1k memproscs sura1 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adaJah : 

a. tanggal Lerima surat dari Waj ib Pajak, dalam hal disampaikan secani 

langsung oleh Wajib PaJak pada petugas Tempal Pelayanan Badan 

Daerah/ Dinas Daerah; atau 

b. langgal stempel pos atau jasa pengiriman ccrcatat, dalam hal surat 

permohonan disampaika:n mclalui pos atau jasa peng1riman tcrca iat. 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disarnpa1kan 

secara online mclalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal 24 

(I) Pcrmohonan pembeculan s<:bagaimana dimaksud dalam 22 ayat (1) yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayaL (I) dan 



ayat (2). Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindakJanjuti dengan 

meneliti permohonan Wajib Pajak. 

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 

yang tidak memenuhl persyaratan sebagairoan"I. dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak 

dipertimbangkan. 

(3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertirnbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayal (2), Kepala Badan Dacrah/ Dinas Daerah 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal dicerimanya 

surat permohonan harus mengernbalikan permohonan kepada Wajib Pajak 

atau kuasanya disertai alasan yang mendasari. 

(4) Dalam haJ permohoaan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

permohonan kembali sepanjang memenuhl persyarat.a.n sebagaimana 

dimaksud daJam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2). 

PasaJ 25 

(1) Setelab dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayal (1) 

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan 

pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam jangka 

waktu paling Jama 30 (tiga puluh) bari kerja sejak tanggal surat permohonan 

pembetulan diterima. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada 

menambahkan atau meagurangkan jumlah 

ayat 

pajak 

(1) dapat berupa 

yang terutang atau 

memperbaiki kesalaban dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib 

Pajak. 

(3) Apabilajangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayal (1) telah terlampaui, telapi Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak 

memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan 

Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan keputusan pembetulan 

sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) bari kerja 

sejak berakhirnyajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 26 

(1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimaaa dimaksud 

dalam Pasal 22 ayaL (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat 



ketetapan pajak, Kepala Badan Daera.h/ Dinas Daerah membetulkan 

kesalahan tersebut secara jabatan. 

(2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) masih 

terdapat kesalahan lagi, Kepala Badan Daera.h/ Dinas Daera.h dapat 

rnelakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara 

jabatan. 

Pasal27 

Format surat permohonan pembetulan, surat pengembalian permohonan 

pembetulan, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka 

pembetulan Pajak Hotel, format Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ 

SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD dan Keputusan tentang Pembetulan 

SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD Secara Jabatan tercantum dalam 

Lampiran IV, yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Bagian Kedua 

Pembatalan 

Pasal 28 

Atas dasar pemohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Sadan 

Daera.h/ Dinas Daerab dapal membat.alkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ 

SKPDLB/ STPD Pajak Hotel yang tidak benar atau sebarusnya tidak dite rbitkan . 

Pasal29 

(1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus 

mcmenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. tidak diajukan keberatan; 

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; 

c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi 

administrasi; 

d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; 

e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat keletapan pajak; 

f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 



(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

disampaikan secara tenulis kepada Supati melalui Kepala Sadan Dacrah/ 

Dinas Daerah dengan dilampiri: 

a fotokopi 1denutas WaJib Pajak atau i"otokopi 1den titas kuasa Waj1b PaJak 

dalam hal dikuasakan; 

b. dokumen pendukw1g yang dapal menunjukkan bahwa s ura l kctctapan 

Pajak Hotel tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga 

dapat dibatalkan; 

c. dokumen pendukung lainnya. 

(3) Permohonan pembata1an diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kcrja sc.:jak 

tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak 

dapat menunjukkan bahwa ja ngka waktu terscbul Lidak dapat dipenuhi 

karena kcadaan dj luar kekuasaannya. 

(4) Penyampaian permohonan pcmbatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapal dilakukan: 

a. secara langsung; aiau 

b. melalui pos atau jasa pengiriman te rcata t. 

c. secara online melaJui aplikasi pcrpajakan dacrah. 

(5) TanggaJ pencrimaan surat yang dijarukan clasar untuk mcmproses surat 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah : 

a. tanggal cerima surat dari Wajib Pajak, dala m ha l disampaikan secara 

langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Sadan 

Dacrah/ Dinas Daerah; a tau 

b. tanggal stcmpel pos atau jasa pengiriman terca1a1, dalam hal surul 

permohonan disampaikan mclalui pos atau jasa pengiriman tcrcatat. 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak sccara online, dalam hal 

disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasa l 30 

(1) Permohonan pembataJan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang 

memcnuhi pcrsyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 aya1 (1) dan 

ayat (2), Kepala Sadan Dacrah/ Dinas Daerah menindaklanjuti clengan 

mcneliti permohonan Wajib Pajak. 

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang Lidnk 

memenuhi pcrsyaraLan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayal (I) dan 



ayat {2), dianggap bukan sebagai surat permohonan schingga Ltdak 

dipertimbangkan. 

(3) Dalam hal permohonan pcmbalalan tidak dapat d ipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah 

dalarn jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 

diterirnanyasural pcrmohonan, harus rnengembalikan permohonan kepada 

Wajib Pajak atau kuasanya disenai alasan yang mendasari. 

(4) Dalam ha! permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana d imaksud pada ayac (2), Wajib Pajak rnasih dapat mcngajukan 

permohonan kembali sepanjang mcmenuhi persyaratan sebagaimana 

climaksud dalam Pasal 29 ayal ( I) dan ayaL (2). 

Pasal31 

(1) Dalam rangka meneliti permohonan pernbatalan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat ()), Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah dapal 

mcminta dokumen, dala, dan/atau informasi yang diperlukan melalui 

penyampaian suraL permintaan dokumen, data, dan/atau informasi. 

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayal 

(I) paling lama 5 (lima) hari kcrja scjak tanggal sural permintaan dikirim. 

(3) Dalarn rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kepala Sadan Dacrah/ Dinas Daerah dapal 

meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan 

surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus mcmberikan 

keterangan yang diminta dalam jangka waklu paling lama s!."bagaimana 

disebul daJam surat perminlaan kelerangan tambahan. 

(4) Dalam ha l Wajib Pajak tidak memenuh, sebagian atau seluruh permintaan 

sebagaimana dimaksud pada ayal (I) dan/alau ayal (3), pcrmohonan 

pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Lctap diproses sesuai 

dengan dokumen, data, informasi, dan/atau ketcrangan yang ada atau yang 

diterima. 

Pasal32 

(I) Setelah dilakukan penelilian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat ( ll, 
Kepala Baden Dacrah/ Dinas Daerah memberi keptnusan acas permohonan 

pembataJan sebagrumana dimaksud dalam Pasal 28 dalam jangka 1NakLu 



paling lama 30 (Liga puluh) hari kerja sejak langgaJ sura1 permohonan 

pembetulan diterima. 

(2) Kepurusan sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) dapaL berupa menerima 

atau menolak permohonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jangka wakLu 30 (tiga puluh) hari ker:ja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Lelah terlampaui, letapi Kepala Badan Daerah/ Dinas Dacrah tidak 

memberi keputusan, permohonan pembatalan dianggap diterima dan Kepala 

Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan sural keputusan p<:mbaLalan 

sesuai dcngan perrnohonan Wajib Pajak pal ing lama 7 (tujt1h) hari kerja 

scjak bcrakhimyajangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 33 

F'onnat surat permohonan pembetulan, surat pengembaJian permohonan 

pembetulan, surat permintaan dokumcn, dma dan/arau informasi dalam rangka 

pembataJan Pajak Hotel, sural perminlaan kcterangan lambaban dalam rangka 

pembatalan Ketetapan Pajak Hotel dan format Keputu.san tentang Pcmbatalan 

SKPDKB/ SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB Pajak Hotel dan Keputusan tcmt.ang 

PembalaJan SKPDKB/ SKPD l<BT / SK.PON/ SICPDLB Pajak Hotel Sccara Jabalan, 

tercancum dalam Lampiran V yang men.1pakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraluran Bupati ini. 

BAB VIII 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 34 

( 1) Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pcmbayaran pajak yang 

terutang daJam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Kcputusan Pcmbetulan, 

Surat Kcputusan Keberatan dan Putusan Banding wajib paJak ltdak 

melakukan pembayaran, bidang yang mempunya1 fungsi penagihan 

rnelakukan penagihan. 

(2) Penagilian pajak sebagairnana dimaksud pada ayal (1), dilakukan dengan 

terlebih daJ1uh.1 memberikan Surat Teguran alau Su,-at Peringatan aLau 

Surat lain yang scjenis. 

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksucl pada ayat (3), mcmual: 

a. nama Wajib Pa,iak; 

b besar utang pajak; 



c. perintah untuk rnembayar; 

d. saat pelunasan utang pajak. 

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayac (3) diterbilkan paling 

lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh Lempo pembayaran pajak clan dalam 

jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib 

Pajak barus mcluna!Jinya. 

Pasal 35 

(1) Penagihan pajak dapat dilakukan sekecika dan sekaligus tanpa menunggu 

pembayaran apabila: 

a. Wajib Pajak a tau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia 

Lmcuk selama-lamanya; 

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mcmindahtangankan barang yang 

dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghenlikan atau mengccilkan 

kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; 

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak aLau Penanggung Pajak akan 

membubarkan Badan usahanya atau memindahkan perusahaan yang 

dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk 

lain; 

d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara; 

e. Lerjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak olc:h 

pihak ke tiga atau terdapal tanda-tanda kepailitan. 

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, mcmuaL. 

a. Nama Wajib Pajak; 

b. Besarnya utang Pajak; 

c. Perintah untuk membayar; 

d. Saat pelunasan ulang Pajak. 

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sckaligus ditcrbitkan scbclum 

pencrbiLan Sural Paksa. 

(4) Pelaksanaan penagihan sekctika dan sckaligus, clilaksanakan sesuai dcngan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal36 

(1) SuraL paksa berkepala kata-kata "DEMl KEADlLAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA E:SA" mempunya1 kekuatan cksekutorial dan 



kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang tclah 

mempunyai kekuatan h ukum tetap. 

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya han.1s memuat: 

a. Nama Wajib Pajak: 

b. Dasar Penagihan; 

c. Besarnya ucang Pajak; 

d. Perintah u n tuk membayar. 

Pasa137 
(1) Pajak yang terulang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 

Kepu tusan Pembetulan, Surat I<epurusan Keberatan, dan Putusan Banding 

yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapal ditagih 

dcngan Surat Paksa. 

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa d ilaksanakan bcrclasarkan peraluran 

pen.indang-undangan yang bcrlaku. 

Pasal38 

(I) $unit Paksa diterbilkan apabi la: 

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak clan kt:padanya cclah 

diterbiLkan Surat Tcguran atau sural la.innya yang scjems; 

b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan scketika dan 

sekaJigus; atau 

c. Penanggung Pajak tidak mcmenuhi ketentuan st:bagaimana lcrcantum 

dalam keputusan perscmjuan angsuran atau pcnundaan pembayaran 

Pajak. 

(2) Surat teguran atau sural lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung 

Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dcngan tanggal jaLuh Lempo 

pembayaran. 

Pasa l 39 

( 1) Apabila jumJah pajak yang masih harus dibay.irkan tidak dilunasi dalam 

jangka waktu sebagaimana diLent1.1kan dalam Surat Teguran diterbiLkan dan 

dicagih dengan Surat Paksa. 

(2) Penerbitan Sural Paksa sebagaimana d imaksud ayat ( 1) di lakukan oleh 

Pcjabat dan Juru Sita Pajak sctelah lewaL 21 (dua puluh salll} hari sejak 

tanggal diterima Surat Teguran atau suraL lain yang seJenis. 



Pasal 40 

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 

waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah langgaJ dilt:rima SuraL 

Paksa, Pejabal atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Sural Perinlah 

Melaksanakan Penyitaan. 

PasaJ 41 

Selelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi uwng 

Pajaknya, paling lama 14 (empat betas) hari kerja sejak Langgal diterima Surat 

Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pcjabal dan/atau Juru Sita Pa1ak mcngajukan 

pcrmintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang 

yang disita. 

Pasal 42 

Sctelah Kantor Letang Negara mcnctapkan hari, tangg::il, jam dan temput 

pelaksanaan le lang, Juru SiLa Pajak memberitahukan dengan segera secara 

terLuJis kepada Wajib Pajak. 

PasaJ 43 

Hasil pclaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang 

sah, kelebihannya dikembalikan kepada Wajib Pajak. 

PasaJ 44 

Pormat Surat Tcguran, Surat Perintah Pcnagihan Sekctika dan Sekaligus dan 

Surat Paksa, Lercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 

Lerp1sahkan dari Peraturan Bupali ini. 

BABIX 

TATA CARA PENERB.ITAN STPD 

Pasal 45 

Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah dapal menerbitkan STPD dalam hal : 

a. pajak dalam tahun berjalan Lidak aLau kurang dibayar; 

b. dari hasil penclitian SPTPD tcrdapat kckurangan pembayaran sebagai akibat 

salah tulis dan/atau salah hitung; 

c. Wajib Pajak djkenakan sanksi administrasi berupa bunga da11 /atau dendci. 



Pasal 46 

Pcnerbican STPD sebagaimana d imaksud dalam Pasal 45 seLelah dilakukan 

penelitian terhadap data administrasi perpajakan ac:au seteloh dilakukan 

pemeriksaan. 

Pasal47 

( I) Jumlah kekurangan paJak yang ten1tang dalam STPD scbaga,mana 

dimaksud dalam Pasal 45 hurur a clan huruf b, ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan. dihitung sejak saat terutangnya paJuk 

alau berakhirnya Masa Pajak sampai dcngan d iterbitkannya STPD dan 

bagian dari bulan dihitung penuh I (sacu) bu.Jan. 

(2) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditag1h 

berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c tcrmasuk 

sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 

scbagaimana dimaksud daJam Pasal 109 ayat (3) dan sebcsar I 00% (seratus 

persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 09 ayal (5) Peraturun Daerah 

Nomor I Tahun 201 1 tcntang Pajak Daerah sebugaimana Lelah bcbcrapa kaJi 

djubah terakhir dengan Peraturan Daerab Kabupatcn Banyumas Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Perubahan l<cdua Pcracuran Daerah Kabupatcn 

Banyumas Nomor I Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah. 

Pasal48 

(1) Kcpala Badan Daerah/ Dinas Daerahclapal menerbilkan STPD 1..tnll.lk Mas.i 

Pajak, sebelum Wajib Pajak diberikan a tau diterbitkan NPWPD clan/ atau 

dikukuhkan scbagai Wajib Pajak, apabila dipcroleh data dan/alau inforrnosi 

yang menunjukkan adanya kewajiban pcrpajakan yang belum dipenuhi oleh 

Wajib Pajak. 

(2) Kcpala Sadan Daerah/ Dinas Daerahdapat mencrbitkan STPD untuk Masa 

Pajak, sctelah penghapusan NPWPD alau pencabuLan Pengukuhan Wajib 

Pajak, apabila sete.lah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan 

Wajib Pajak diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkon adany..i 

kewajiban perpajakan yang belurn dipenuhi oleh Wajib PaJak. 

(3) STPD sebagrumana ctirnaksud pada ayal (1) dan/atau ayat (2) diterbitkr:tn 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat lerulangnya pajak amu 

berakhirnya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena 



melakukan Lindak pidana di bidang perpajakan atau Lindak pidana lainnya 

yang dapat mengakibalkan kcrugian pada pendapaLan ncgara berdasarkan 

Putusan Pengadilan yang tclah memp1.1nyai kckuatan hukum tctap. 

(4) STPD sebagaimana dirnaksud pada avat (2) diterbitkan dengan terlebih 

dah1.1lu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang tclah dihapus. 

Pasal 49 

Format STPD, tercanturn dalam Lampiran Vll yang mcrupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan BupaLi ini. 

BABX 

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

PAJAK HOTEL 

Bagiun Pertama 

Pemberian Pengurangan Pajak Hotel 

Pasal 50 

(I) Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kcpala Badan Dacrnh/ 

Oinas Dacrah dapal memberikan pcngurangan tcrhadap SKPDKB/SKPDKBT 

Pajak Hotel yang tidak benar atau berdasarkan pertimbangan kemampuan 

membayar Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan di bidang Pajak Daerah. 

(2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 
adalah kondisi Wajib Pajak yang sedang rnengalami kesulitan likuiditas 

sehingga mempengan.thi kelangsungan usahanya. 

Pasal 51 

( ll Permohonan pengurangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (I) 

harus memcnuhi persyaratan scbagai berikuL : 

a. tidak diajukan keberatan; 

b. diajukan keberatan, t.etapi tidak dipertimbangkan; 

c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan 

sanksi adminiscras1; 

d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapLISan sanksi 

adminiscrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; 

e. I (satu) permohonan untuk 1 (sallt) Sl<PDKB/ SKPDKBT; 



f. permohonan harus diajukan secara Lertulis dalam bahasa Indonesia; 

g. surat permohonan dilandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal suraL 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan 

tersebut harus dilampiri dengan sural kuasa. 

(2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayal 11 J 

disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Dacrah/ 

Dinas Daerah, dengan dilampiri : 

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak 

dalam hat dikuasakan; 

b. dokumen pendukung yang dapat mcnunjukkan bahwa PaJak HoLcl 

lidak benar awu dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi 

sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapal dikurangkan; 

c . dokumen pendukung lainnya. 

(3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayal ( I) 

diajukan paling lama 2 (dua) bu Ian sejak tanggal ditcrbitkan suraL kci.t.:tapan 

pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 

tersebut tidal< dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Penyampaian pcrmohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayaL 

(2) dapal dilakukan: 

a. sccara langsung; atau 

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat. 

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(5) Tanggal penerimaan surat yang diJadikan dasar un Luk memproscs sur.11 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah · 

a. tanggal Lerima sural dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara 

langsw1g oleh Wajib Pajak pada pelugas Sadan Daerah/ Dinas Daemh; 

atau 

b. canggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatal, dalam hat sural 

permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pcngiriman tercatat. 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara 011/ine, clalam hat 

disampaikan secara on/rne melalui aplikasi perpajakan dacrah. 

Pasal 52 

( l) Permohonan pengurangan sebagaimarrn dimaksud dalam Pasal 50 ayat ( II 
yang memcnuhi persyaraLao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 uyat ( 11 



dan ayac (2), Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuu dcngan 

meneliti permohonan Wajib Pajak. 

(2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayal (1) 

yang tidak memenuhi persyaralan se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 51 

ayaL (1) dan ayaL (2). dianggap bukan sebagai sural permohonan sehingga 

Lidak diperlimbangka.n. 

(3) Dalam ha! pe-rmohonan pcngurangan tidak dapat diperlimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayal (2), Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah 

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 

diterimanya surac permohonan harus mengembalikan permohonan kepada 

Wajib Pajak .itau kuasanya disertai alasan yang mendasar. 

(4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapal dipenimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mcngajuka n 

permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayaL (I) dan ayac (2). 

Pusal 53 

(l) Dalam rangka mencliLi permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52 ayaL (I), Kepala Sadan Dae rah/ Dinas Dacrah dapal 

meminta dokumen, data, dan/aLau informasi yang dipcrlukan melalui 

penyampaian surat pcrmintaan dokumen, dala, dan/atau 1nfo rmasi dc1 ri 

wajib pajak. 

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayal 

(I) paling lama 5 (lima) hru·i kerja sejak tanggal suraL permintaan dikirim. 

(3) Dalam rangka menelili lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepal.~ 

Sadan Dacrah/ Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada 

Wajib Pajak dengan menyampaikan surat perminLaan kt:Lerangan lambah1Jn 

dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang climinla dalam jangka 

waktu paling Jama sebagaimana discbuc dalam surat permintaan keterangan 

tambahan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian acau seluruh permintaan 

sebagaimana dimaksud pada a),at (1) dan/atau ayaL (3), pcrmohonan 

pengurangan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 50 ayaL (1), tetap dipr0::.<!S 

sesuai dengan dokumen, data, iniormasi, dan/atau kcLerangan yang ada 

atau yang diterima. 



Pasal 54 

(1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (I), 

BupaLi atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Dacrah memberi keputusan atas 

permohonan pengurangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayaL (I) 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan scjak tanggal sural 

permohonan pengurangan diterima 

(2) Kcputusan sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) dapat berupa menenrna 

atau menolak pcrmohonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (Liga) bulan scbagaimana dimaksud pado1 ay,,t 

(l) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah 

tidak rnemberikan kepurusan permohonan pengurangan dianggap ditcrima 

dan diterbilkan kepulusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam 

jangka waktu paling lama l (satu) bulan. 

Pasal 55 

(1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Hotel 

yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta 

rupiah). 

(2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah mcmbcrikan keputusan atu:, 

permohonan pengurangan Pajak Hotel yang pokok pajaknya paling banyuk 

sampai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh jula rupiah). 

Pasal 56 

F'ormat Surat pennohonan pengurangan, sural pengembalian permohonan 

pengurangan, surat perminlaan dokumen, data. dan atau informasi dalam rangka 

pengurangan, surat perrnmtaan kcterangan Lambahan dalam rangka 

pengurangan dan Format Kepulusan Tentang Pengurangan Pajak Hotel, 

tercancum dalam Lampiran VII I yang merupakan bagian Lidak L<!rpisahkan dari 

Peraturan Bupali ini. 

Bagian l{edua 

Pembcrian Kcringanan Pajak Hole! 

Pasal 57 

(1) Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daer-ah 

dapat memberikan keringanan pcmbayaran Pajak Hole! tcrutang sesuai 

dengan kclcnluan perpajakan dacrah. 



(2) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Hotel terutang sebagaimana 

dirnaksud pada ayat ( 1) diberikru1 dalam benrnk angsuran pembayaran atau 

penundaan pembayaran alas Pajak Hotel Lerutang dalam SKPDKB alau 

SKPDl<BT, Surat l<eputusan Banding, l<eputusan Peninjauan f<embali. 

(3) Pemberian keringanan Pajak Hotel sebagaiamana dimaksud pada ayat (I) 

dengan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak yang dipcrkJrakan 

tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran paJal< tepat pada 

waklunya. 

Pasal 58 

(1) Permohonan keringanan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pacia Pasal 57 

ayat (l) harus memenuhi persyaratan: 

a. pcrmohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada 

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, disenai dcngan a lasan dan buku 

yang mcndukung permohonan; 

b. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak HoLel scbagaimana 

dimaksud pada hurur a, sekurang-kurangnya memuat: 

1. nama dan alamal wajib pajak; 

2 . jumlah ut.ang Pajak Hotel yang dimohonkan pengangsuran, masa 

angsuran dan besarnya angsuran; atau 

3. jumJah utang Pajak Hotel yang dimohonka.n penundaan pembayaran 

dan jangka wak tu penundaan; 

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandalangani olch 

bukan Wajib Pajak harus dilampiri sural kuasa; 

d. I (sacu) sural permohonan ~intuk 1 (salu) Sl<PDKB atau SKPDKBT 

Pajak Hotel; 

e. Lidak mcmiliki tunggakan Pajak Hotel pada masa pajak scbelumnya; 

f. dilampiri fotokopi SKPDKB acm.1 SKPDKB"r Pajak Holcl yang 

dimohonkan keringanan. 

(2) Permohonan keringanan sebagairnana dimaksud pada Pasal 57 ayal (I) 

diajukan paling lama JO (scpuluh) hari kerja sehelum jalllh tempo 

pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak arau kuasanya dapal 

menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan Lersebul tidak dapal 

dipenuhi karena kcadaan di luar kekuasaannya; 

(3) Penyampaian permohonan keringanan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat di lakukan: 



a. secara langsung; atau 

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat. 

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses sural 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalab : 

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam ha! disampaikan secara 

langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Sadan Daerah/ Dina s Daerah; 

atau 
b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal sural 

permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat. 

c. tanggal terima surat da.-i Wajib Pajak secara online, dalam hal 

disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah . 

Pasa 59 

(1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayaL (1) 

yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 aya t (1). 

Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti 

permohonan Wajib Pajak. 

(2) Pennohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayal (1) 

yang tidal< memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 

ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak 

dipertimbangkan. 
(3) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangka n 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah 

dalam jangl<a waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ta nggal 

diterimanya surat permohonan harus mengembalikan perrnohonan kepada 

Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari. 

(4) Dalam ha! permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1). 

Pasal 60 

(1) Oalam rangka meneliti permohonan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 57 

ayat (1), Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, 



data, dan/atau informasi yang d iperlukan melalui penyampaian surat 

perrnintaan dokumen, data, dan/atau inforrnasi kcpada Wajib Pajak. 

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permi11taan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling Jama 5 (lima) hari kerja sejak langgal suraL perminlaan dikirim. 

(3) Dalam rangka mcnclili lebih lanjut atus pem1ohona11 Wajib Pajak, Kepala 

Sadan Daerah/ Dinas Daerah dapal mcminta kctcrangan tambahan kepada 

Wajib Pajak dengan menyampaikan suraL perminLaan keLerangan cambahan 

dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta do.lam jangka 

waktu paling lama sebagaimana d iscbuL daJam surat permintac1n kelerang.in 

tambahan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan/atau ayaL (3), permohonan 

keringanan Pajak Hotel terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 

ayat (1), lctap diproscs sesuai dengan dokumen, data, informasi. dan/atau 

kecerangan yang ada a tau yang diterima. 

Pasal 61 

(l) Setelab dilakukan peneli tian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), 

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas 

permohonan keringanan sebaga imana d imaksud dalam Pasal 57 ayal Ill, 

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja scjak tanggaJ surnL 

permohonan d iterima. 

(2) Keputusan scbagaimana d imaksud pada ayaL (l) dapat berupa menerima 

atau meoolak permohonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila dalam jangka waktu IO (sepult1 h) hari kerja sebagaimana dimaksud 

ayac (I) telah terlampaui dan I<cpa la Sadan Daerah/ Dinas Dacrah tidak 

memberikan keputusan, pcrmohonan d ianggap diterima dan diterbitkan 

sural keputusan sesuai dengan perrnohonan WaJib Pajak dalam jangka 

waktu palLng lama 5 (lima) hari kerja. 

Pasal62 

( 1) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk angsuran 

pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayal (2), diatur dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. jangka waktu pengangsuran paling lama 5 (lima) kali sqak 

diterbitkannya sural keputusan persetujuan dengan pengangsuran 



paling sedikit l (satu) kali dalam I (satu) bulan; dan 

b. masa pcngangsuran dimulai :seLelah tangga l jatuh Len1po atas Sl(PDKB/ 

SKPDKBT yang pembayarannya dimintakan pengangsuran. 

(2) Dalam hal permohonan keringan diberikan dalam benLuk penundaan 

pembayaran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dtalur 

dengan ketentuan jangka waktu pcnundaan pcmbayaran paling lc1ma 3 {Liga) 

bulan sejak diterbitkannya surat kcputusan. 

Pasal 63 

Dalam hal Wajib Pajak mcngajukan kcberatan, pengurangan, pembetulan, 

banding, atau peninjauan kembali atas keLetapan atau keputusan terkait Utang 

Pajak Hotel yang Lelah diterbilkan kcputusan pengangsuran pembayaran at;,1t1 

penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran pembayaran at.au penundnan 

pcmbayaran tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib mclunasi sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 

Pasal 64 

(1) Dalam hal pcrmohonan Wajib Pajak unluk mengangsur ;-1tau menun<la 

pembayaran belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak 

dimaksud diterbitkan surat kepucusan yang mengakibatkan keleb1han 

pembayaran atau pemberian imbaJan bunga, kdebihan pembayaran atau 

pemberian imbalan bunga tersebut tcrlcbih dahulu han.1s diperhit1.111gkan 

dengan utaag Pajak Hotel dimaksud scsuai dengan kelentuan perarurun 

perundang-undangan perpajakan. 

(2) Dalam ha1 besamya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian 

imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi ut.ang Pajuk Hotel yang 

diaJukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang PaJHk 

Hote l yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangst1ran atau 

penundaan adalah jumlah utang Pajak Hotel setelah dikurang1 dengan 

kelebihan pembayaran pajak dan/aLau pember1an imbalan 

bunga sebagaimana dimaksud pada ayal ( I). 

Pasal 65 

(1) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayar'ctn 

Pajak Hotel sudah diterbit.ka.n suinu keputusan, dan kepada Wajib Pajak 

dimaksud diterbitkan surat kcpultlsan yang mengakibatkan kelebihan 



pembayaran dan/aLau pemberian imbaJan bunga, kelebihan pembayaran 

dan/atau pemberian imbalan bunga tersebuL Lerlebih dahulu harus 

diperhilungkan dcngan sisa ulang Pajak Hotel yang belum diangsur atctu 

ditunda pembayarannya sesuai dcngan ketentuan peraturan pcrundang0 

undangan perpajakan. 

(2) Dalam hal besarnya kelcbihan pcmbayaran Pajak Hotel dan/atau 

pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud padn ayaL (l) lidak 

mencukupi untuk mclunasi sisa ulang Pajak Hotel yang telah 

diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa 

angsuran dari sisa ucang Pajak Hotel tersebut harus ditetapkan kembali 

dengan kelentuan : 

a. besarnya angsuran dan denda administratif scLiap masa angsuran Lidak 

lcbih dari besarnya angsuran dan denda administratif yang telnh 

ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan 

b. masa angsuran paling lama sama dcngan sisa masa angsuran yang 

Lelah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya. 

(3) Dalam hal bcsarnya kelebihan pcmbayaran Pajak Hotel dan/atau pemberian 

imbalan bunga sebagaimana dimaksL1d pada ayat I I) tidak mencukupi untuk 

melunasi utang Pajak Hotel yang dilunda, Wajib Pajak tctap bcrhak 

melunasi utang Pajak Hole! tersebut scsuai dcngan jangka waktu 

penundaan. 

Pasal 66 

(1) DaJam bal diterbitkan sualLl kepulusan yang menyebabkan utang PaJak 

Hotel menjadi lebih besar atau lebih keciJ alas utang Pajak Hotel yang Lelah 

diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan 

besarnya angsuran dari saJdo utang Pajak Hotel ditctapkan kembali dengan 

ketentuan : 

a. besamya angsuran dan denda admimstraLif scciap angsL1ran 

disesuaikan; dan 

b. masa angsurao paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang 

telah disetujui. 

(2) Dalam hal diterbitkan suatu kepurusan yang menyebabkan utang Pajak 

Hotel menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak Hotel yang lelah 

diterbitkan kepurusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib 



melunasi utang Pajak Hotel tersebut scsuai dengan jangka waktu 

penundaan. 

Pasal 67 

(I) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayaL ( I) dilakukan dengan prosedur: 

a. l<epala Sadan Daerah/ Dinas Daerah membcritahukan kepada Wajib 

Pajak alau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak Hotel 

serta permintaan usulan perubahan pengangsuran. 

b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan 

pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kcrja sejak tanggal 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

c. Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah mencrbitkan perubahan 

kepulusan pengangsuran pembayaran Pajak Hotel berdasarkun usulan 

yang disampaikan oleh Wajib Pajak pa ling lama 5 (lima) hari kerja scjak 

tangga1 diterimanya usulan Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal sampai dengan baias waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 

huruf b Kcpala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak menerima usulan 

perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala Sadan Daerah/ Dinas 

Daerah mcnerbitkan pcrubahan kcpurnsan pcngangsuran pembayaran 

Pajak Hotel secara jabatan dengan kelentuan: 

a. besamya angsuran adalah saldo Hutang Pajak Hole! dibagi dengan sisa 

masa angsuran; dan 

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang Lelah disctujui. 

Pasal 68 

(1) Dalam hal permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 

ayac (l) diterima, utang Pajak Hotel yang belum di lLmasi dikenai sanksi 

adminislras1 berupa dencla administratif scbcsar 2'1/o (dua pcrscn) per bulan. 

(2) Denda administrasi yang timbul akibal pengangsL1ran atau pcnunclaa11 

sebagaimana d imaksud pada .iyat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang 

Pajak Hotel. 

(3) Denda administrasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan 

rnenerbilkan STPD Pajak Hotel pada setiap tanggal jaruh tempo 

pcngangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan. 



Pasal 69 

Dalam bal Wajib Pajak mengajukan banding atau pcninjauan kcmbali atas 

ketetapan atau keputusan tcrkait Utang Pajak Hotel yang tclah ditcrbitkan 

keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan 

pengw-angan, pengangsuran at.au penundaan tersebut Lelap berlaku dan Wajib 

Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang lelah dilelapkan. 

Pasal 70 

(1) Bupati memberikan keputusan acas permohonan keringanan pcmb.1yaran 

pajak yang terutang yang pokok pajaknya lebih banvak dan 

Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). 

(2) Kepala Sadan Daerah/ Dim~s Daerah memberikan kepuLUsan ata~ 

permohonan keringanan pembayaran pajak yang terutang yang pokok 

pajaknya paling banyak sampai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). 

Pasal 71 

Format surat permohonan angsuran/penunclaan pembayarnn, sura1 

pengembalian permobonan pengangsuran/penundaan pcmbayaran, sural 

permintaan dokumen, daca. clan atau informasi dalam rangka pemberi::m 

pengangsuran/ penundaai1 pembayaran, surat permintaan kelerangan lambahan 

dalam ra.ngka pcmberian pengangsuran/penundaa.n pembaya1-an, sural 

pembentahuan mengenai perubahan saldo utang Pajak Hotel dnn formal 

Keputusan Ten tang pengangsuran/ penundaan pembayaran Pajak Hotel, 

tercanlum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian Lidak lerpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keciga 

Pemberian Pembebasan Pajak Hotel 

Pasal 72 

(1) Acas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupali dapal memberikan pembebasan 

Pajak Hotel Lerutang scsuai dengan keLentuan pcrpajakan daerah. 

(2) Pembebasan Pajak Hotel terulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

diberikan terhadap Pajak Hotel tcrutang dalan SKPDKB, SKPDKBT, Surat 

Kepulusan Banding atau Surat Keputusan Pcninjauan Kembali. 



(3) Pcmbedan pembebasan Pajak Hole! terutang sebagairnana dimaksud pada 

ayat (1) dikarenakan Wajib Pajak bangkrul sehingga mcngalami kesulium 

keuangan dengan sisa kekayaan tidak mencukupi untuk mcmbayar Pajak 

Hotel yang rnasih terutang. 

(4) Pembebasan Pajak Hotel dapat d iberikan kepada Wajib Pajak apabila terjadi 

forcemajeure. 

PasaJ 73 

(1) Permohonan pernbcbasan Pajak Hotel terutang sebagairnana dimaksud pada 

Pasal 72 ayal ( 1) harus memcnuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Tidak diajukan keberatan; 

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipert.imbangkan; 

c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan 

sanksi adminislrasi; 

d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; 

e. I (satu) perrnohonan untuk l (satu) S l{PDKB, SKPDKBT; 

f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak clan dalam hal sural 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat 

permohonantersebut harus dilarnpiri dengan surat kt1asa; 

(2) Permohonan pembebasan Pajak Hotel terutang sebagaimana dimaksud pada 

PasaJ 72 ayat (11 diajukan secara tcrtulis kepada Bupati atau Kcpala Badan 

Daerah/ Dinas Daerah, dengan dUampiri : 

a. fotokopi identitas Wajib Pajak alau fotokopi identitas kuasa Wajib PaJak 

dalam ha! dikuasakan; 

b. dokumen pendukung yang dapat mcnunjukkan bahwa usahanya lelah 

bangkrul sehingga dapat dibebaskan; 

c. dokumen pendukung lainnya. 

(3) Permohonan pernbebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayal l I) 
diajukan paling lama 3 (Liga) bulan sejak tanggal ditcrimanya surat 

ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib PaJak dapal menunjukkan bahwa 

jangka waktu tcrscbut tidak dapal dipenuhi karcna kcadaan d1 hwr 

kekuasaannya. 



(4) Penyampaian permohonan pembebasan Pajak Hotel Lerutang sebagaimana 

dimaksud pada Pasat 72 ayal (1) dapaL dilakukan: 

a. secara langsung; atau 

b. metaJui pas atau jasa pengiriman tercatat. 

c. sccara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(5) Tangga! penerimaan sural yang dijadikan dasar untuk memproses suraL 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayaL (4) adalah : 

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, datam hat disampaikan secara 

langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tcmpal Pelayanan Sadan 

Daerah/ Dinas Daerah; atau 

b. tanggaJ stempel pas alau jasa pengiriman lercatal, dalam hal surat 

permohonan disampaikan melaJui pas aiau jasa pengiriman Lercatat. 

c. tanggal Lerima surat dari Wajib Pajak sccara online, dalam ha! 

disampaikan secara online melalui aplikasi per·pajakan daerah. 

Pasal 74 

(I) Permohonan pem bebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat ( 1) 

yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (l) 

dan ayaL (2), Kepa!a Sadan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan 

meneliti pcrmohonan Wajib Pajak. 

(2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 72 ayaL (1) 

yang cidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 

73ayac (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingg.i Liduk 

dipenim bangkan. 

(3) Dalam haJ permohonan pembebasan lidak dapal dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bupati dalam jangka waklu paling 

lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya suraL permohonan harus 

mengcmbaJikan permohonan kepada Wajib Pajak alau kuasanya 

disertaialasan yang mendasari. 

(4) Dalam ha! permohonan pembebasan lidak dapal diperlimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapal mengajuk~in 

permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaracan sebaga1mana 

climaksud dalam Pasal 72 ayat (I) dan ayat (2). 



Pasal 75 

(1) Dalam rangka menelili permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud 

dalam PasaJ 74 ayal (I), Kepala Badan Daerah/ Dinas Dacrahdapal meminta 

dokumen, data, dan/acau informasi yang diperlukan melalui penyampa1an 

sural permintaan dokumen, data, dan/atau informasi. 

(2) Wajib Pajak harus mcmenuhi pcrmintaan sebagaimana dimaksud pada ayal 

(I) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal sural permintaan dikirim. 

(3) Dalam rangka menelili lebih lanjut alas pcrmohonan pengurangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Din.1s 

Daerahdapat meminra ketcrangan Lambahan kepada Wajib PaJak c!engan 

menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan don Waj1b Pajak 

harus memberikan keterangan yang dlminta dalam jangka waktu paling 

lama sebagaimana disebul dalam surat permintaan ketcnangan tambahan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian alau seluruh permintaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayal (3), pem1ohonun 

pengurangan Pajak Hotel terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 

ayat ( ! ), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/aLau 

keterangan yang ada atau yang diterima. 

Pasal 76 

(1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaki,ud dalam Pasal 74 ayat (1), 

Bupati memberikan keputusan atas permohonan pembcbasan scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 ayal (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 

belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat perrnohonan. 

(2) Keputusan sebagaimana d imaksud pada ayal (l) dapat bcrupa mcnerima 

alau menolak permohonan Waj ib PaJnk. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua betas) bulan sebagaimana dimakllud 

ayal (1) telah Lerlampaui dan Bupali Lidak membcrikan keputusan. 

permohonan pen1bebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitknn 

kepuh1san pembebasan scsuai dengan permohonan Wajib PaJak dalam 

jangka waktu paling lama l (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu 

sebagaimana tlimaksud pada ayal ( 1 ). 

Pasal 77 

Format sural permohonan pcmbebasan Pajak Hotel, suraL pcngcmbalian 

permohonan pcmbebasan Pajak Hotel, sural perminlaan dokumen, dala dan/atuu 



informasi dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Hotel, surat permintaan 

keterangan tambaban dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Hotel dan 

Format KepuLusan Tentang pembebasan Pajak Hotel, tercanrum dalam yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB Xl 

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 78 

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Sadan Daerah/ 

Dinas Dae.rah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi 

Pajak Hotel berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Pemberian pengurangan atau mengbapuskan sanksi administrasi Pajak 

Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam ha! sanksi tersebut 

dikenakan karena kealpaan Wajib Pajak, bukan karena kesalahannya acau 

mengalami kesulitan keuangan; 

(3) Kealpaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib 

Pajak berbuat kealpaan tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak 

memahami peraturan perpajakan dan kejadiannya tidak berulang-ulang. 

(4) Bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu 

ketetapan pajak yang diterbitkan ternyata keliru yang disebabkan oleh 

ketidaktelitiaa petugas pajak sehingga membebani Wajib Pajak yang tidak 

bersalah. 

(5) Mengalami kesulitaa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 

Wajib Pajak mengalami kesulilan Jikuiditas sehingga mempengaruhi 

kelangsungan usabanya. 

Pasal 79 

(l) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) ha.rus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a. tidak diajukan keberatan; 

b. diajuk.an keberatan, tetapi cidak dipertimbangkan; 

c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap 

SKPDKB/ SKPDKBT yang sedang diajukan permohonan pengurangan 



arau penghapusan sanksi adminisLrasi aLau diajukan permohonan 

pengurangan aLau pembaLa lan terhadap SKPDKB/SKPDKBT yang sedang 

diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanks1 

adrninistrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; 

d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB/Sl<PDKBT; 

e. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 

f. surat permohonan diLandatangani olch Wajib Pajak dan dalam hal sural 

permohonan ditandaLangani oleh bukan Wajib Pajak, suraL p<::rmohonan 

Lersebu t harus dilampiri dengan sural kuasa; 

g. sanksi administrasi tersebuL belum dibayar atau belum dilunasi olch 

Wajib Pajak; dan 

h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menJad1 das@r pengt'naan 

sanksi adminislrasi telah diJunasi oleh Wajib Pajak; 

(2) Permohonru1 pengurangan at.au penghapusan sanksi administrasi Pajak 

Hotel sebagaimana d imaksud dalam PasaJ 78 ayat (1) diajukan sec-ara 

tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Dacrah, dengan 

di lampiri: 

a. foLokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi idt:nlitas kuasa Wajib Pajak 

daJam hal dikuasakan; 

b. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurul Wajib Pajak dengan 

disertai alasan; 

c. dokumcn pendukung lainnya. 

(3) Permohonan pengurangan alau penghapusan sanksi adrninistrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (l) diajukan paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan scjak LanggaJ diLerimanya sural kererapan paJak, 

kecuali apabila Wajib Pajak dapal mcnunjukkan bahwa jangka waktu 

tersebut tidak dapal dipenuhi karcna keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Penyampaian permohonan pengLirangan atau penghapusan sanks i 

adminisLrasi Pajak Hotel sebagaimam1 dimaksud pada Pasal 78 ayaL (I) 

dapal dilakukan: 

a. secara langsung; atau 

b. melalui pos aLau jasa pengiriman tercacat. 

c . secara online melalui aplikasi perpajakan daerah . 



(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat 

pcnnohonan sebagaimana dlmaksud pada ayat (41 adalah : 

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara 

langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Sadan 

Daerah/ Dinas Daerah. 

b. Tanggal stempel pos atau jasa pengiriman lercatat, dalam haJ surat 

pennohonan disampaikan melalui pos acau jasa pengiriman tercatal. 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam ha! 

disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal 80 

(1) Permohonan pengurangan alau penghapusan sanksi administrasi Pajak 

Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana climaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayal (2). 

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuli dengan menelili 

permohonan Wajib Pajak. 

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak 

Hole! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (1) yang tidak memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayaL (2), 

clianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan Lidak dapat 

dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayal (2). BupaLi atau Kepala 

Sadan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) han 

kerja sejak tanggal diterimanya sural 

permohonan kepada Wajib Pajak 

yang mendasari. 

permohonan harus mengembalikan 

atau kuasanya disertai alasan 

(4) Dalam ha! permohonan pengurangan atau pcnghapusan sanksi administrasi 

Pajak Hotel Lidak dapat cliperlimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Wajib Pajak masih dapal mengajukan permohonan kembali sepanjang 

memenu.hi persyaratan sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 78 ayat (1) dan 

ayat (2). 

PasaJ 81 

(l) Dalam rangka menelili permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat ( l I, 

KepaJa Badan Daerah/ Dinas Daerahdapat meminta dokumen, data, 



dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan 

dokumen, data, dan/atau informasi. 

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayaL 

(2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirirn. 

(3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan atau 

penghapusan sebagaimana climaksud Pasal 80 ayal (1), Kepala Sadan 

Daerab/ Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib 

Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan 

Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jang)<a 

waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan 

tarnbahan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mernenuhi sebagian atau seluruh permintaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), pennohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Hotel 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), te tap diproses sesuai 

dengan dokumcn, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang 

diterima. 

Pasal 82 

( l) Setelah dilakukan penelitia n sebagairnana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (I), 

Bupati atau Kepala Sadan Daerab/ Dinas Daerah memberi keputusan alas 

permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi Pajak Hotel 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dalam jangka waktu paling 

lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerirna 

atau menolak permohonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas 

Daerahtidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan a tau 

penghapusan sanksi admistrasi Pajak Hotel clianggap clikabulkan dan Bupati 

atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan surat keputusan 

pengurangan atau penghapusan sanksi admistrasi Pajak Hotel sesuai 

dengan permohonan Wajib Pajak paling lama l (satu) bulan sejak 

berakhimya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 



Pasal 83 

(1) Bupati membcrikan keputusan atas pcrmohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi admistrasi Pajak Hotel, dengan nilni sanks1 

administrasi lebih banyak dari Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima jula 

rupiah). 

(2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerahmembcrikan kcputusan alas 

permohonan pembebasan Pajak Hotel yang pokok pajaknya pal111g banyak 

sampai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juLa rupiah). 

Pasal84 

Formal surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administras1 

Pajak Hotel, surat pengembalian permohonan pengurangan/penghapusan 

sanksi administrasi Pajak Hote l, surat permintaan dokumen, data. dan atnu 

informasi dalam rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi 

administrasi Pajak Hotel, surat permintaan keterangan tambahan dalam 

rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Holt'l 

dan Format Keputusan Tcnlang Pcngurangan Sanksi Administrasi Pajak Hotel, 

Kcputusan Tentang Penghapusan Sanksi AdminisLrasi Pajak Hotel, tercanlum 

dalam Lampiran XJ yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dan Peraturan 

Bupati ini. 

BAB XII 

KEBERATAN DAN BANDING 

Bagian Kesatu 

Kcberatan 

Pasal 85 

Wajib Pajak dapal mengajukan pcrmohonan keberalan kepada Bupati atau 

Kepala Badan Dacrah/ Dinas Daerah atas ketetapan pajak dalam SKPDl(B/ 

SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN dan STPD Pajak Hotel. 

Pasal 86 

(1) Permohonan keberata.n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 harus 

memcnuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Permohonan diajukan secara tenulis dalam bahasa Indonesia, dcngan 

d1sertai alasan-alasan yang jelas; 



b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak 

secara jabatan, Wajib Pajak barus dapat rnembuktikan ketidakbenaran 

ketetapan pajak tersebut; 

c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, da n 

dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus 

dengan melarnpirkan surat kuasa; 

d. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan 

pajak; 

e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu pa ling lama 3 

(tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, 

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di Juar kekuasaannya. 

f. Telah membayar paling sedikit sejumJah 50% dari jumlah pajak 

terutang. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 disampaikan 

secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerab/ Dinas 

Daerahdengan dilampiri: 

a . fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Paj ak 

dalam hal dikuasakan; 

b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 

c. dokumen pendukung lainnya. 

(3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasa l 85 

diajukanpaling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ke tetapan pajak, 

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Penyampaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dilakukan: 

a. secara langsung; atau 

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat. 

c. secara onlin.e melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses sural 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah : 

a . tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara 

langsung oleh Wajib Pajak kepada pecugas Tempat Pelayanan Sadan 

Daerah/ Dinas Daerah; atau 



b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat 

permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat. 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal 

disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal87 

(I) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan 

ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerab menindaklanjuti dengan 

meneliti permohonan Wajib Pajak. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan 

ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak 

dipertimbangkan. 

(3) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sadan Oaerah/ Dinas 

Daerahdalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 

diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada 

Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari. 

(4) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan scbagairnana 

dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2). 

Pasa188 

(1) Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 87 ayat (1), Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah dapal 

mem.inta dokumen, data, dan/atau informasi yang d.iperlukan melalui 

penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi. 

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayaL 

(1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim. 

(3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kepala Sadan Dacrah/ Dinas Daerah dapaL 

meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan 

surat permintaan keterangan Lambaban dan Wajib Pajak harus memberikan 



(4) Dalarn hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau scluruh permintaan 

sebagaimana dimaksud pada aya L (l) dan /atau ayat (3), permohonan 

keberatan sebagaimana climaksud dalam Pasal 83 tetap cl iproses sesuai 

dengan dokumen, data, informasi, dan/atau ke le rangan yang ada atau yang 

ditcrima. 

Pasal 89 

(1) Setelah dila kt1ka n pe ne lilian sebagaimana dima ksud dala m PasaJ 87 ayat (!), 

Bupati atau Kepala Sadan Daera h / Dinas Daerahmemberikan keputusan 

atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 daJam 

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) buJan sejak tanggal su rat 

permohonan pembetulan dilerima. 

(2) Keputusa n seba,gaimana dimaksud pada ayat (I) dapc1l berupa menerinrn 

selurulu,ya, menerima sebagian atau rnenolak permohonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jangka waktu 12 (dua betas) bulan sebaga imana dimaksud pada aya1 

( 1) telah tcrlampaui, tetapi Supali atau Kepala Badan Daerah/ Dinas 

Dacrahtidak memberi keputusan, permohonan kcbcratan dianggap d1terima 

clan Supati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah mcrn.:rbitkan sura1 

kep~1tusan keberalan sesuai dengan permohonan Waj ib Pajak paling lama I 

(sacu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

Pasal 90 

(1) Sebclum menerbitkan Surat Keputusan Kebera ta n, Bupati alau Kepalu 

Badan Daerah/ Dinas Daerah harus memint.a Wajib Pajak untuk had ir gunu 

memberikan keterangan alau me mperoleh penjelasan mengenai keberatan 

Wajib Pajak dengan menggunakan Sw·aL Pemberitahua n Unt:uk Hadir. 

(2) Surat Pemberitahuan Un tuk Hadir sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) 

harus dilampin dengan Da ft.ar Hasil Penelitian Keberatan. 

(3) Pemberian keLerangan dan penjelasan sebagaimana d imaksud pada ayat 

{l)dituangkan dalam Serita Acara. 

(4) Apabila Wajib Pajak tidak mcmanfaatkan kesempacan unLuk hadir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. dibuat Berila Acara ke tidakhad iran Wajib; dan 

b. proses keberatan tetap dapat diselesaikan. 



Pasal9l 

(1) Wajib Pajak dapat mencabul pengajuan keberatan scpanjang Surat 

Pemberitahuan Untuk Hadir belum d isampaikan kepada Wajib Pajak, 

(2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak sebaga1mana 

dimaksud pada ayal (I) adalah tanggal diterimanya Surat Pembcritahuun 

Untuk Hadir oleh Wajib Pajak. 

(3) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah c:lisampaikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tidak dapat mengajukan pennohonan 

pengurangan atau pembataJan surat keletapan pajak yang tidak bcnar. 

Pasal92 

(I) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian a tau seluruhnya, kelebihan 

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 

2% (dua pcrscn) scbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayal {1) dihilung sejak bulan 

pelunasan sampai dengan diterbilkannya SKPDLB. 

(3) Dalam ha! pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 

Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesa r 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan kcberatan dikuranf!.i 

dengan pajak yang celah dibayar scbclum mengajukan keberatan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mcngajukan pcrmohonan banding, sanksi 

adrninistratif berupa denda 50% (lima puluh perscn) sebagaimana dimaJ,sud 

pada ayat (3) tidak dikcnakan. 

(5) Dalam ha! permohonan banding ditolak atau dikabulkan scbagian, Wajib 

Pajak dikenai sanksi adminislratif berupa denda sebesar I 00% (sernLus 

pcrscn) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan 

pcmbayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberaLan . 

Pasal93 

( 1) Bupali memberikan kcpuLusan alas perminLaan kcberalan yang pokok 

pajaknya lebih banyak dari Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). 

(2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan kepun.1g~in atas 

pcrmintaan keberatan yang pokok pajaknya paling banyak sampai 

Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juLa rupiah). 



Pasal94 

PormaL surat pengajuan keberatan, surnL pengembalian pengajuaa keberaLan, 

sural permintaan dokumen, data atau informasi dalarn rangka keberatan, surm 

permintaan keterangan tambahan dalam rangka keberatan, Surat Pembcntahuan 

Untuk Hadir dan Format Keputusan Tentang Keberatan Pajak Hotel, tcrcantum 

dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PC'raturnn 

Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Banding 

Pasal95 

(1) Wajib Pajak dapal mengajukan permohonan banding hanya kepada 

Pengadilan Pajak, Lerhadap keputusan mengenai keberatan yang diLetapkan 

oleh Bupati atau Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah. 

(2) Permohonan banding scbagaimana dimaksud pada ayat [l) diajukan secarn 

tertulis da lam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangk,i 

waktu 3 (tiga) bulan sejak kepulusan diterima, dilampiri salinan dari surat 

keputusan keberatan te rsebut. 

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan ke•,vajiban mcmbayar pajak 

sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal pencrbitan Putusan Banding. 

BAB XIII 

PENGEMBALIAN KELEB!HAN PEMBAYARAN PAJAK 

Bagian Penama 

Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak 

PasaJ 96 

(1) Wajib Pajak dapac mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan 

pembayaraa Pajak Hotel kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah . 

(2) Permohonan pengemba lian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang

kurangnya memuaL : 

a. ldenLitas Wajib Pajak alau kuasanya apabiJa dikuasakan 

b. Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan 

c. NPWPD; 

d. Masa pajak dan tahun pajak; 



c. NPWPD; 

d. Masa pajak dan tahun pajak; 

e. Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; 

f. Besarnyajumlah kelebihan pembayaran pajak; dan 

g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak. 

(3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dokumen: 

a. fotocopi identi tas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak 

dalam hal dikuasakan; 

b. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 

Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan. 

c. fotocopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan; 

d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 

e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer 

bank dengan memperlihatkan aslinya. 

(4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan 

secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya 

kelebihan pembayaran pajak. 

Pasa197 

(1) Penyampaian pcrmohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 96 ayat ( l) dapat dilakukan: 

a. secara langsung; atau 

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat. 

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses suraL 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara 

langsung oleb Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan 

Daerah/ Dinas Daerah; atau 

b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat 

permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat. 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal 

disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 



Pasal 98 

(1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3). Kepala Badan 

Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan 

Wajib Pajak. 

(2) Pennohonan pengernbalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai 

permohonan pengembalian, sehingga tidak dapal dipertimbangkan. 

(3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan 

sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sadan Daerah/ Dinas Dacrah 

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) had kerja sejak tanggal diterimanya 

surat perrnohonan harus mengembalikan permobonan kepada Wajib Pajak 

atau kuasanya disertai alasan yang mendasari. 

(4) Dalarn bal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3). 

Pasal 99 

(1) Pelaksanaan pemeriksan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) 

berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan 

pajak daerah. 

(2) Apabila hasil pemeriksaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), temyata 

jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada 

jumlah pajak yang terutang atau telab dilakukan pembayaran pajak yang 

tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bu.Jan sejak 

sural permohonan diterima, Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah 

menerbitkan SKPDLB. 

(3) Apabila setelah Jewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 

Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi suatu keputusan, 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 

dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat

lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. 

(4) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waklu 



sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 

Pasal 100 

Untuk membayar pengembajjan pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 99 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat 

keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan 

pembayarao pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan 

Pembayaran Pajak Daerah. 

Bagian Kcdua 

PengembaHao Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan 

Pasal 101 

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Surat 

Keputusan 

dimaksud 

Pengembalian 

dalam Pasal 

Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana 

100, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah 

menerbitkan SPM PengembaHan Pendapatan. 

Pasal 102 

(1) Berdasarkan SPM PengembaJian Pendapatan dari Kepala Badan Daerah/ 

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kuasa 

BUD menerbitkan SP2D. 

(2) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke 

Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan 

menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi pada Badan 

Daerah/ Dinas Daerah untuk dilakukan jurnal koreksi. 

(3) PengembaHan kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening 

objek pajak daerah yang bersangkutan. 

Bagian Ketiga 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya 

Pasal 103 

(l) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan 

Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 100, SKPKD memproses Keputusan Bupati tentang Penggunaan 



dalam Pasal 100, SKPl{D memproses l(cputusan Bupau tenlang Penggunaan 

Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Ptmbayaran 

Pajak Daerah tahun sebclumnya. 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) beserta berkas 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), 

disampaikan kepada BendaJ1ara Pengcluaran SKPKD untuk diproses lt:bih 

lanjuL 

Pasal 104 

(1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat 

(2) dan ayat (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada 

Kepala Sadan Dacrah/ Dinas Daerah. 

(2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan 

Dacrah/ Dinas Daerahselaku PPKD menerbitkan SPM-LS. 

(3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUD 

menerbilkan SP2D. 

(4) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke 

Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dun 

menyampaikan cembusan SP2D kepada fungsi akuntansi pada Badan Daerah / 

Dinas Daerah untuk dilakukan pencatatan jumal BclanJa Tidak Terduga. 

(5) PengembaJian kelebihan pcmbayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya 

dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai de ngan ketentuan peraturan 

perundaag-undangan. 

Pasal 105 

Formal sural pengembalian pcrmohonan, format Keputusan tentang Ketetapan 

Pajak Dacrah Lebih Bayar Pajak Hotel dan Keputusan Pengembalian Kclcbihan 

Pembayaran Pajak Hotel serta format SPP Pengembalian Pendapatan, SPM 

Pengembalian Pendapatan dan SP2D, tercantum dalam Lampiran XIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan B1.1pati ini. 



BAB XIV 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 106 

(1) Hak untuk melakukan penagiban pajak, kedaluwarsa setelah melampaui 

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saal terutangnya Pajak, kecuali apabila 

Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah . 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 

apabila: 

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau 

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tida k 

langsung. 

(3) Dalam hal di terbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 

penyampaian Surat Paksa tersebut: 

a. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih 

mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah 

Daerah; 
b. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada aya t 

(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 

BAB XV 

KE'l'ENTUAN PENUTUP 

Pasal 107 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran 

Di Kabupaten Banyumas (Serita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 

Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



PasaJ 108 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada canggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupali ini dengan penempalannya dalam Serita Daerah Kabupaten Banyumas. 

No. Jl,B.f\T'. I ,l"t~ f'I.F 
'\, ~ 

l. --~A ~ ,. , -
- ' A>IYIIT-!UM ~ , ' 
'-·I ~ -~Ui:t/M -• 

Dilelapkan di Purwokerto 

pada tanggaJ 12 2 APR 2021 

BUPATJ BANYUMAS, 

ACHMAD HUSEIN 



LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : lj TAHUN 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL 

FORMAT SSPD PAJAK HOTEL 

NPWPD 

NAMA USAHA 

ALAMAT USAHA 

NOMOR TELEPON 

Masa Pajak 

Tanua Pajak 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) 
PAJAK HOTEL 

: I I I I I I I I I I 

= I I I 11 111 1 111 1 I 1 11 1 1111 111 

= l 11 I 111 I 11 1 1 11 1 11 1111 11 

I I I I I I I 
JAN FEB I MAR I APR I I MEI I I JUN I 

~J=U=L=-_!----'.-'A:..::Gc:::S_, I SEP I OKT I I NOP I I DES I 
I I 

Dasar Pembayaran : 0 SPTPD □ Keputusan Pembetulan 

□ SKPDKB □ Keputusan Keberatan 

□ SKPDKBT □ Keputusan Banding 

□ STPD 

Jumlab Pembayaran KETERANOAN JVMLAH 

POKOK PAJAK Rp 

DENDA/SANOSI Rp 

JVMI.AH Rp 

TERBILANG : 

BANK PENERIMA ...................... .............. .. ......... 
Penyetor, 

( .................................. 1 ( ............................ , 

No. JABATAN t1pr:·,r:. .. 
BUPATI BANYUMAS 

ACHMAD HUSEIN 



LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : 19 TAHUN 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL 

FORMAT SPTPD PAJAK HOTEL 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) 
PAJAK HOTEL 

MASA PAJAK BU LAN 

TAHUN PAJAK 

NPWPD 

NAMA USAHA 

ALA.MAT USAHA 

NOMOR TELEPON 

PERUBAHAN DATA 

I I 
I I 
I I 

11 

11 

I I 

I I I I I 

I I I 

Kcpada Yth 

Kepala Badan Dacrah/ Dinas Daerah 
Kabupaten Banyumas 
di 

PURWOKERTO 

1 l 1 11 111 I 11 I 11111111 

111 111 111 I 11111111111 

I I I I I I 
0 LAMPIRAN TERSENDIRI □ TIDAK ADA 

A. D11S1 OLEH PENGUSAHA HOTEL 

I. Oolongan 
Hotel =DJ 

01. Bin tang Lima 
02.Bintang Empat 
03. Bimang Tiga 
04.Bintang Dua 
05.Bintang Sa.tu 

2. Tarif dan Jumla.h Ka.mar : 

No Golongan Kamar Jml 
h:amar 

06. Melali Tiga 
07. Melati Dua 
08. Melati SaLU 
09. Rumah Kos 
10. Lainnya 

Tarif (Rp) 

" 

Menggunakan Kas Register: D Ya D Tidak 



B. DllSI OLEH PENOUSAHA HOTE;L 

I. Jumlah Pcmbayaran Pajak TeruLang sampru 
Masa Pajak scbclumnya : Rp ........ .......... •. ....... 

2. Jumlah Pcmbayaran dan Pajak Terutang untuk 
Masa Pajak sekarang (dolrumen terlampir) 
a Masa Pajak : Tgl .... ............. ....... s / d Tgl ... ............... 
b. Dasar Pengcnaan (Jumlah Pembayaran : Rp ............ .............. 

Yang ditcrirna). 
C. Tanf Paj ak (sesuai Pcrda) . 10% 
d . Pajak Terutang (bxc) : Rp ........... ............. .. 

3. Jumlah Pembayaran PaJak Terutang sampai 
sekarang ( I +2) : Rp ...................... .... 

C. PERNYATAAN D11SI OLEH PENGUSAHA HOTEL 
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk san ks1-sanksi 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berla ku , saya a ta u yang 
saya beri kuasa meny a takan bahwa apa y ang telah beritahukan tersebut diatas 
beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap d an j elas. 

• o • • • • o • '' I ' • • ••••• • •• t .. ............. ............. 
Wajib Pajak, 

.. ·········· ..... ......... '.' ........... ' ....... ... 
PERHATIAN 1 
). Harap diisi dalam rangkap dua (2) dengan huruf CETAK ' 
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 
3. Sctclah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dina~ 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggaJ 10 bu Ian 
berikutnya 

4 . Kererlambatan Penyerahan pada tanggal tersebul diatas akan dilakukan tcguran 
kepada WP dan apabila ma.sih belum menycrahkan dolrumen daJam 7 (tujuh) han 
setelah Surat Tcm•ran diLerima akan dilakukan oenetaoan secara iabatan . 

D. DllSl OLEH PETUOAS BAPENDA 
Diterima tanggal : 
Nama Jelas 
NlP 
Tanda tangan 

No. JABATAN PJlRAF 
1--;------ 1-'--....1 BUPATI BANYUMAS 

1. ~€R)~ 

r I -
~m,l'I llN'I 

·~ ,-
~· I ~ \'\ll~f(I 

~ I \'91 ~\>et\tlll - -- -

J 
-1 

l 

~----
AC HM AD HUSEIN 



LAMPIRAN Ill 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : 1'1 TAHUN 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL 

A. F'ORMAT SKPDKB PAJAK HOTEL 

ti 
I 

KOP SADAN DAERAH/ D£NAS DAERA~I 
. 

SKPDKB 
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) 

PAJAK llOTEL 

Nomor 
Tanggal Penerbitan: I Tan,mal Jatih Temoo 

A, Berdasarkan Pcraturan Oaerah Kabupalen Banyurnas Nomor I Tahun 2011 tentang PaJak 
Daerah sebagAimana Lelah cLiubah dengan Perawran Daerah KabLJpaten Banyurnas Nomor 21 
Tahun 20 16 ten tang Perubahan At.as Pera tu ran Daerah Ka bu paten Bany umas Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah, Lelah dilakukan Pemeriksaan a.tau Keterangan Lam ftlUS 
pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : 

Nama : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Alamat ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I 
NPWPD , 111 11 1 11111111 j 

B. Berdasarkan perneriksaan terse but di atas, jumluh yang masih harus d1ba) ar adalah sebagm 
berikut : 

I 
I. Pajak yang seharusnya teruta ng Rp ...... . ........ , . .... 

2. PaJak yang Lelah dibayar Rp ... .. , ...... . .. .... 

J. Pajak yang kurang dibayar ( 1-2) Rp, ............... .. 

4. Sanksi administrasi Rp .. , ............ 

Pengurangan a.tau penghapusan sanksi . 
5. Rp ....... .. ............ . 

administratif . 
Jumlah yan g masih ha rus dibaya r (3+4-5) Rp ,., 

I 
6. . ............. 

• 
Dengan Huruf : ( ..... .. .. .... .. .... .... .. .. ... .............. ....................... .. .. ................ .. .......................... ) . 

PERIIATIA!'< : 

I p,..,nba)anln atO> pajak 1ent1ang di lokul.an poda B~nk ioni t<f:il1 dnu,tjuk dcngru, 111rnggum1l.011 Surut Seturun P.,jak 
Ou~rah (SSl'OJ 

2, Apabila SKPDKIJ ini 1idok ornu kuranj; dibayar S<l<inh lc"at Jntuh w111po paling lama JO (srpuluhJ lmri ,-,j;ik 
SKPDKB in, dit~rbitknn dikcoakan s:1nksi (1dminis1ru1ifbenma bun•• 2% (dua "''rsen) err bulun. -

Purwokcrto . .................... .. Tuhun ......... 
Kepaln Bndan Dacrah/ Dinas Dacrnh 
Kabuparen l3an~ Lunas. 

Nania ............. .. .. .. ........... 

NIP ........................... .. ... 



B. F'ORMAT SKPDKBT PAJAK HOTEL 

KOP BADAN DAeRAJ I/ DINJ\S DAERAI I 

f------'--------------- -----------------
SKPDKBT 

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAM BA HAN PAJAK HOTEL) 

Nomor . 
Tanggal PenerbiLan: 
Tan<1<1al Jatih Tempo I 

I 
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupalen Banyumas Nomor I Tahun 2011 tentang PaJiik 

Daerah sebagaimana Lelah diubah dengan PeraLuran Daerah Kabu.paten Banyumas Nomor 221 
Tahun 20 16 tentang Perubahan Atas Peramran Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor I Tahun 
2011 tentang Pajak Daernh, telah clilakukan l'emeriksaan atau Keterangan Lain mas 
pelaksanaan kewaj1ban Wajib Pajak : 

Nama 

Alamat 
= I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

; I 11111111 l I I I I I I I : 1111111 : 
: I I 1 1 I I I I I I I I I I NPWPD 

B. Berdasarkan pemeriksaan L~rsebut dl atas, jumlah yang maslh h.irus clibayar aclalah sebagai 
beriku l · 

l. Pajak yang seharusnya len.ttang Rp .... ............. . 

2. Pajak yang tclah dibayar Rp .................. .. 

3. Pajak yang kurang dibayar (1-2) Rp ................... . 

4 . Sanksi adminisLrasi l<p ............... .. 

Pengurangan atau pcnghapusan sanksi 
s. aciminisLratif Rp .................... J 
6. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5) Rp ................... .. f---'-----=---=---------=---'---'-'---------'-------· 
Dengan Hurur · ( ................................................................................................. .................. ) f-......1.---=----.:.....--------------------- ------- ~ 

PEIUIATIAN: 

f>ombayJran llla~ paja~ rerurnng dilnkukan pado Bank yanl!- tclah dirunjuk dcngan mcnggunakun Surnt lMomn l'a_1ol. 
Daerah (SSPD) 

, Arabila SKl'DKOT iu, Ilda~ Ul,lU kurnug dib,l)M se1<1.1h k\\,ll jatuh tempo palln!! 1.,ma I() l>~puluh) hari ,~_ial. 
SK PDK 81 inl ditcrbitkan Jikenak~n ~anl.,I .,dm 111i11mtil bcrupa htlltglt 1° • (tluu per,en) lkr bu Ian 

No. JAP.ATtN P(RAF 

1, >~A "" 
r 

~IY\ll'I UM 

l'urwokerto ....................... Tnhun ...... .. 
Kcpala Ballan Daernh/ Dinns Da~mh 

Kaburatcn 13anyumas. 

Nama ........................... .. 

NIP ............................. .. 

BUPATI BANYUMAS 

ACHMAD HUSEIN 



C. FORMAT SKPDN PAJAK HOTEL 

NPWPD 

NAMA USAHA 

ALAMAT USAHA 

NOMOR TELEPON 

Masa Pajak 

Tanun Pajak 

Dasar 
Pembayaran 

Jumlah 
Pembayaran 

KOP BA DAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

SKPDN 
(SURAT KETETAPAN PAJAK DA~RAH NIHIL) 

: I I I I I I I I I I I 

; 111 1111 11 l l I I I I I I I I l I I l I 111 

1111 l l 11111 111111111111 ! 
i i I I I I I I I I I 

JAN I I F'EB I 
JUL I I AGS I 

: I I I I I : D SPTPD 

D SKPDKB 

D SKPDKBT 

□ STPD 

I MAR I 
I SEP I 

D 
D 
D 

l<ETERA NGAN' 

POKOI{ PAJAK 

DENDA/SANGSI 

JUMLAH 

TERBII.ANG , 

BANK PENERIMA 

( .................. , ............. 1 

APR I I MEI I I JUN I 
I Ol<T ' INOPI I DES I 

Kcputusan 
Pembetulan 

Keputusan 
Keberatan 

Keputusan 
Banding 

JUMLAH 

Rp 
Rp 

Rp 

...................... , .. .. .. ' ........... . 
Penvctor. 

( ......................... ,) 



LAMPIRAN N 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : TAHUN 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL 

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN 

Nomor 
Slfat 
Lampiran 
Perihal Permohonan Pembetulan 

atas .... .. ..... Pajak Hotel. 

Purwokerto, 

Kepada Yth 

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah 
Kabupaten Banyumas 
di 

PURWOKERTO 

Yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama 

Jabaran 
Alamat 
Nomor Telepon 
Bertindak selaku 
Pajak : 

: Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib 

Nama 
NPWPD 
Alamat 

bersam.a ini mengajukan permohonan pebetulan atas: 
Jenis surat 
Nomor /Tanggal : 
Jenis Pajak 
Masa Pajak : .................................. s/ d .... , . ... ... .............. ... . 

Permohonan pembetulan tersebuL diajukan karena terdapal 
kesala han tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan 
dalam perundang-undangan perpajakan•), dimana dalam 
.. . . ... .. . . . ... .. .... Pajak Hotel 

tertulis: . ..... .......... ..................... ...... ... ... ......................................... . 
Sedangkan menurut kami seharusnya 
......... ... .... ........ ............. .... .... .. .... .. .. 

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut 

I. 

2 ........ dst 

Demikian surat permohonan pembetulan kami sampaikan 
untuk dapat dipertimbangkan. 

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. 



B. FORMAT SURAT PENGEMBALLAN PERMOHONAN PEMBETULAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Pengembalian 
permohonan 
pembetulan kcteLapan 
P~jak .. i:f.9.tel ..... . 

Purwokerto, 

Kepada Yeh 

Di 

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... .. . langgal ........ . 
yang ditcrima tanggal . ... ... ....... , perihal permohomin pembetulan 
ketetapan Pajak Hotel, dcngan ini kami sampaikan bahwa: 

1. Bcrdasarkan penclitian kami, surat Saudara tidak memenuhi 
ketenruan sebagaimana diatur da lam Pasal .... ... ayaL ......... . 
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... tencang 
Pemunguran Pajak Hote l di Kabupaten Banyumas, dengan 
penjelasan sebagai berikut : 
a ......... ... .. ..... .. . .. . ............ .... . 

b ....... ..... .................... .. , .. , ... . 

c .... ............... ... ... ... .............. dst 

2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesua1 
dengan ketenluan Pasal ..... ayat ..... , Peraluran Bupali Banyumas 
Nomor ....... Tahun .. .. tentang Pemungutan Pajak Hotel di 
Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan kembali 
permohonan pembetu lan alas ...... Pajak Hotel setelah dapat 
memenuhi persyaratan. 

Atas perhalian dan kerjasama Saudara diucapkan terim~, 
kasih. 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

.................................. ....... 
NIP ....... ... ...................... . 

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 
2. Sekrelaris Daerah Kabupaten Banyurnas; 
3. lnspektur Kabupaten Ba nyumas; 
4. Arsip. 



C. FORMAT SURAT PERMINTMN DATA DAN/ATAU INF'ORMASI DALAM RANGKA 
PEMBATALAN PAJAK HOTEL. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan: 

KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Purwokeno, 

Kepada Yth 

Permintaan daLa dan/atau 
informasi dalam rangka di 

pernbatalan .......... Pajak 
Hotel. 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal ........ . 
perihal perohonan pembatalan ............ Pajak Holel, dengan ini 
Saudara diminta untuk memberikan daLa dan/atau informasi dalam 
bentuk ha,.dcopy dan/atau sofrcopy, yang me liputi : 
I . 
2. 
3 .... dst. 

Data rersebuL agar dibcrikan kepada: 

Nama 
Jabaran 
Tempat : ... (Sadan Daerah/ Dinas Daerahl 

JI. ....... 

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya sural ini. 

Apabila dalam jangka waktu terscbut di atas, Saudara Lidak 
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, suraL permohomm 
pcmbatalan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi 
yang ada. 

Atas pe rhat.ian dan kcrjasamanya diucapkan Lerima kasih. 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINA$ DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ....... , .......... .. , .. , ..... , ... 

l. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. Inspektur Kabupacen Banyumas; 
4. Arsip. 



D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPDKB, Sl{PDKBT, SKPDN, 
SKPDLB/ STPD PAJAK HOTEL 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN J<EPALA 

BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

NOMOR ........... Tahun ....... . 

TENTANG 

PEMBETULAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD•J 

Membaca 

Menimbang 

Mcngingat 

NOMOR .... TANGGAL ... ... . 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH, 

suraL permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak / 

Kuasa dari Wajib Pajak*) ............. Norn or ..... .... tanggal .......... alas 

SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor .. ... Langgal 

....... Tahun Pajak .......... , yang ditenma Sadan Dacrah/ Dinas 

Daerah ... KabupalCn Banyumas berdasarkan tanda tcrima Nomor 

......... tanggal .............. ; 

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kanlor/ Lapangan*) yan~ 

dituangkan dalam La po ran Hasil Pemeriksaan Nomor ...... 

TanggaJ ...... permohonan pembctulan SKPDKB/ SKPDl-:BT/ 

SKPDN/ SKPDLS/ STPO*) Nomor ........ . Tanggal .......... dapat 

dikabulkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkru, Keputusan Kepala Sadan Dacrah / 

Dinas Dacrah ... Lentang Pcmbetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ 

SKPDN/ SKPDLS/ STPD*) Pajak Hotel; 

1. Undang-Undang Nomor I 3 Tahun I 950 ten tang Pcmbentukun 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam l,ingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 
2 . Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tent.ang Pokok-pokok Pengr.:lolaan J<euangan Daerah (Lembarnn 

Daerah Kabupaten Sanyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2011 tencang Pajak Dacrah 

(Lembaran Daerah Kabupatcn Banyumas Tahun 2011 Nomor l 

Seri E) scbagaimana Lelah diubah dengan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupau:n Banyumas Nomor 



l Tahun 20 I l tenlang Pajak Dacrah sebagaimana tclah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Dacrah Kabupatcn 

Banyumas Nomor 22 Tahun 20 I 6 teni.ang Perubahan Kedua Atus 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Norn (Lembaran Daeruh 

Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor I Seri B); 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... Leni.ang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN: 

Mcnecapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DJNAS DAERAH . 

PERTAMA 

KEDUA 

KB:TIGA 

Tembusan: 

TENTANG PEMBB:TULAN SKPDKB/ SKPDI<BT/ SKPDN/ SKPDLB/ 

STPD*) NOMOR ...... TANCGAL ...... . 

Menerima permohonan pembetulan terhadap SKPDKB/ SKPDKBT/ 

SKPDN/ Sl<PDLB/ STPD*) Nomor ...... TanggaJ ....... , atas nama 

wajib pajak : 

Na.ma 

Alamat 

NPWPD 

Pe_mbetuJan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu 

scbagai berikul: 

Semula 

Diperbaiki menjadi 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan, dengan 

kelentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembctulan scbagaimana mescinya. 

Ditecapkan di Purwokeno 

Pada tanggal.. ................. . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA SADAN DAERAH / DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

...... .. ........... , .. , ............... . 
NlP . ............................... . 

I. Bupati Banyumas, sebagai lapornn; 

2. Sekretaris Daerah I<abupaten Banyumas; 

3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

·JPilih salah satu 



E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN / 
SKPDLB/ STPD*) PAJAK HOTEL SECARA JABATAN 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN KEPALA 

SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

NOMOR .......... . Tahun ...... .. 

TENTANC 

PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS SKPDKS/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ 
STPD*) 

Menimbang 

MengingaL 

NOMOR .... TANGGAL ...... . 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAl-1, 

a. bahwa berdasarkan hasil pemcriksaan Kantor/ Lapangan*) 

Lerhadap SKPDKS/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD~) Pajak 

Hotel Nomor .. . .. . Tanggal ...... yang dituangkan dalam Laporan 

Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. ternyata lcrdapaL 

kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hjtung, salah dalam 

menerapkan peraturan perundang-undangan*); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Dacrah/ 

Dinas Daerah ... tcntang Pembetulan Secara Jabatan acas 

SKPDKS/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD~) Pajak Hotd 

Nomor ....... tanggal .......... ; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Lcntang PembenLukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tcngah; 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sanyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. PeratL1ran Daerah Nomor 1 Tahun 20 I I ten tang Pajak Dac:rah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor l 

Seri E) sebagaimana tclah diubah dcngan dengan Peraluran 

Daerah Kabupalen Banyuma!l Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 

1 Tahun 2011 LenLang Pajak Daerah sebagaimana telah bcbernpu 

kali diubah Lerakhir dcngan Peraturan Daerah Kabupa Len 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 



Peraturan Daerah J<abupaten Banyumas Norn (Lembaran Daerah 

l<abupaten Bany umas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B); 

4. PeraLuran Bupati Banyumas Nomor .. . , Tahun .. . ...... Len tang Ta La 

Cara Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : l(EPUTUSAN KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG 

PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS SKPDKB/ SKPDKBT/ 

SK.PON/ SKPDLB/ STPD*} PAJAK HOTEL NOMOR .. ... TANGGAL 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

Tembusan: 

Membetulkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD~) 

Nomor ...... Tanggal . .. .... , aLas nama wajib pajak : 

Nama 

Alamal 

NPWPD 

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada DikLum PERTAMA, yailu 

sebagai berikut : 

Semula 

Diperbaiki menjad i 

Kcputusan ini mulai berlaku pada langgal diLetapkan, dengan 

kctentuan apabila dikemLJdian hari temyata terdapat kekelirucin 

akan ctiadakan pembetulan scbagaimana mestinya. 

DiteLapkan di Purwokerw 

Pad a LanggaJ ............. .... .. . 

A.n. BUPATI BANY UMAS 

KEPALA BADAN DAERAJ-1 / DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP .... .............. .............. . 

1 Bupati Banyumas, sebagai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4 Arsip. 

"IPilih salah satu 

BUPATI BANYUMAS, 

ACI IMAD HUSEIN 



LAMPIRAN V 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : TAHUN 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL 

A. PORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK HOTEL. 

Nomor 
SifaL 
Lampiran 
Perihal Permohonan 

Pembatalan 

.?.~18:k _l_-1~~~~----··· .. 

Purwokeno, 

Kepada Ylh 

Kepala Sadan Daerah/ Dinal:l Daerah 
KabupaLen Banyumas 
di 

PURWOKERTO 

Yang bertandaLangan di abwah ini : 
Nama 
Jabatan 
AlamaL 
Nomor Telepon 
Bertindak selaku 
Pajak: 

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib 

Nama 
AlamaL 

bcrsama ini mcngajukan permohonan pebatalan alas : 
Jenis surat 

Norn or /Tanggal : 
Jenis Pajak 
Masa Pajak ........ , .. .. . .. . .. . ... s/d .......... ................... . 

Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena kami 
menganggap ... .............. . nomor .. ... ... tanggal ......... .... tidak benar 
aLau tjdak seharusnya ditcrbitkan. 

Permohonan tersebuL didasarkan pada alasan scbagai berikuL 

I. 

2. . .. .... dsl 

Demikian surat permohonan pcmbaualan kami sampaikan 
unruk dapal dipertimbangkan. 

WaJib PaJal</Kuasa Wajib PaJak . 

. . . . . . . . . . . . . -. -- ..... ' ..... ' .... 



B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN l{ETETAPAN 
PAJAK HOTEL. 

Namer 
Sifal 
Lampi ran 
Pcrihal 

Tembusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DIN AS DAERAH 

Pcngembalian 
permohonan pembat:aJan 

.. ·. ·:.·.·:.·.c· .• _ .l:'.aj.ak !:!.<?.~~),..... . .. 

Purwokeno, ...... .. ........ .. . 

Kcpada YLh 
l<epala Badan Dacrah / Dinas Daerah 
Kabupalen Banyumas 
di 

PURWOKERTO 

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tanggal ........ . 
yang diterima tanggal ......... , pcrihal permohonan pembatalan ........ . 

Pajak Hotel, dengan ini kami sampaikan bahwa: 

I. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara Lidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dialu r dalam Pasal ....... ayat ........ . 

Peraluran Bupaci Banyumas Nomor ....... Tahun .... tent.ang 

Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Banyumas, dengan 
penjelasan sebagai berikut : 

a . ......................... ... ... ... ..... .. 

b ......... ................................ . 

c .......................................... dsl 

2. Dengan dernikian, SLLraL Saudara kami kembalikan dan sest1c11 

dengan kelentuan Pasal ... .. ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor ....... Tahun .... tentang Pemungutan Pajak Hotel dt 

Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapal mengajukan kembal1 

permohonan pembatalan alas .. .. . . .. Pajak Ho Lei setelah dapal 
memenuhi persyaralan. 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima 

kasih. 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DA ERA I I 

KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ... ............. ................ . 

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. lnspektur Kabupalen Banyumas; 

4. Arsip. 



C. FORMAT SURAT PERMLNTAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANCl<A 
PEMBATALAN PAJAK HOTEL. 

Nomor 
Si fat 
Lampi.ran 
Perihal 

Tembusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Purwokerlo, 

Kepada Ylh 

Permintaan data dan/atau 
informasi dalam rangka di 

pembatalan ... ....... Pajak 
Hotel. 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal ........ 
perihal perohonan pembatalan ............ Pajak Hotel, dengan i □ 1 

Saudara diminta untuk memberikan data dan/atau informas1 dalam 
bentuk hardcopy dan/atau softcopy, yang meliputi: 
1. 
2. 
3 .... dst. 

Data tersebut agar diberikan kepada : 

Nama 
Jabatan 
Tempat : ... (Badan Dacrah/ Dinas Daerah) 

JI. ....... 

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah d1terimanya surat in1. 

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak 
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan 
pembatalan Letap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi 
yang ada. 

Atas pcrhatian dan kerjasamanya diucapkan tenma kasih. 

l<EPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 
l<ABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ............................... .. 

l. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN l<ETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGl<A 
PEMBATALAN PAJAK HOTEL 

Nomor 
Sifat 
Lampi1·an 
Perihal 

Tembusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Permintaan 
tambaban 
pembatruan 
Hotel. 

kcterangan 
dalam rangka 
Kclctapan Pajak 

Purwokerlo, ................. ,. 

Kepada Ylh 

di 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal ........ . 

perihal pcrohonan pcmbatalan ........ .. . .... Pajak Hotel nomor ..... .... . 

tanggal ....... , dengan ini Saudara di min ta untuk membenkan 

kcterangan tambahan dalam benLUk hardcopy dan/atau soft.copy, 
yang meliputi: 

I. 

2. 
3 .... dst. 

Keterangan tambahan Lersebut, aga r diberikan kcpada : 

Nama 

Jabatan 

Tempat : ... (Sadan Daerah/ Dmas Daerah) 

JI. ..... 

paling lama 5 (lima) hari kerJa setelah d1tcri manya su ral ini. 

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak 

memberikan data dan/atau informasi dimaksud, permohonan 

pembatalan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi 
yang ada. 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

KEPALA BADAN DAERAH / DfNAS DAERAI I 

l<ABUPATEN BANYUMAS, 

Nf P ... ... ... ............... , .•...... 

l. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupacen Banyumas; 

3. lnspcktur Kabupalen Banyumas; 

4. Arsip. 



E. FORMAT KEPUTUSAN TE:NTANG PEMBATALAN SKPDl{B, SKPDKBT, SKPDN. 
SKPDLB/ STPD PAJAK HOTEL 

Membaca 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN KEPALA 

SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

NOMOR ........... Tahun ...... .. 

TENTANG 

PEMBETULAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) 

NOMOR .... TANGGAL ....... 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINA$ DAERAH, 

surat permohonan pembaLalan yang diajukan oleh Wajib Pajak / 

Kuasa dari Wajib Pajak•) ............. Nomor ......... tanggal .......... atas 

SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor ...... tanggal 

....... Tahun Pajak .......... , yang dilerima Sadan Daerah / Dmas 

Daerah ... KabupaLen Banyumas berdasarkan canda terima Nomor 

......... tanggal .............. ; 

Menimbang a. bahwa bcrdasarkan hasil pemeriksaan Kancor/ Lapangan•J yang 

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .... .... 

Tanggal ,..... permohonan pembatalan SKPDKB/ SKPDKBT / 

Mengingat 

Sl<PDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor ......... Tanggal .......... dapat 

dikabulkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kcpala Badan Daerah/ 

Dinas Daerah .. Lcntang pembatalan SKPDKB/ SKPDKBT/ 

SKPDN/ Sl<PDLB/ STPD•) Pajak Hotel; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 centang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tuhun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahirn 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 20 l l lenLang Pajak Dacrah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor I 

Seri E) scbagaimana telah diubah dengan dengan Pcraturan 

Daerah Kabupatcn Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 Lenlang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 



1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah Lerakhir dcngan Peraluran Daerah Kabupatcn 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Pcraturan Dacrah Kabupatcn Banyumas Norn (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor l Seri B); 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... Len Lang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Hole] di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ D INAS DAERAJ-1 ... 

PERTAMA 

KEDUA 

KETJOA 

Tembusan: 

TENTANG PEMBATALAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ 

STPD•) NOMOR ...... TANGGAL ...... . 

Menerima permohonan pembatalan lerhadap SKPDKB/ SKPDKBT/ 

SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor .... . . Tanggal ..... .. , atas nama 

wajib pajak : 

Nama 

Alamat 

NPWPD 

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yailu 

sebagai berikut : 

Semula 

Oiperbaiki menjadi 

Kepurusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dcngan 

ketentuan apabila dikemudian hari lernyata Lerdapat kckeliruan 

akan ctiadakan pembatalan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokcrto 

Pada tanggal.. .. ............... . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/ DfNAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

.. ' .. '.'' ..... •· ...................... . 
NIP ...... .. , ............ .... ....... . 

1. Bupati Ba.nyumas, sebagai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3 lnspektur Kabupacen Banyumas; 

4. Arsip. 

·1Pilih salah satu 



P. PORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN SKPDl{B/ Sl<PDKBT/ SKPDN/ 
SKPDLB/ STPD*) PAJAK HOTEL SECARA JABATAN 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN KEPALA 

SADAN DAERAl-1/ DJNAS DAERAH 

NO MOR ........... Tahun ....... . 

TENTANG 

PEMBATALAN SECARA JABATAN ATAS SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ 
STPD•I 

Menimbang 

Mengingat 

NOMOR .... TANGGAL ...... , 

KEPALA SADAN DAERAH/ DlNAS DAERAH, 

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan") 

terhadap SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Pajak 

Hotel Nomor ...... Tanggal .... .. yang diLuangkan <la.Jam Laporun 

Hasil Pemeriksaan Nomor .. , TanggaJ .. ternyata terdapat 

kekelinian karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam 

menerapkan peraLuran perundang-undangan•); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ 

Dinas Daerah ... tentang pembatalan Secara Jabatan atas 

SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Pajak Hotel 

Nomor ....... tanggal .......... ; 

t. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang Pembentltkan 

Daerah-daerah Kabuparen Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah ; 
2. Peraturan Daerah Kabupatcn Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

lentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Ka bu paten Bany~1mas Tahun 2008 Nomor I 4 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor l Tahun 2011 Len tang Pajak Dacruh 

(Lembaran Daerah Kabupalen Banyumas Tahun 2011 Nomor I 

Seri E) sebagaimana Lelah diubah dengan dengan Peraturan 

Daerah KabupaLen Banyumas Nomor 9 TahLm 2013 cenLang 

Perubaha11 Atas Peraturan Daerah l{abupaten Banyumas Nomor 

I Tahun 20 l 1 ten tang Pajak Dacrah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraluran Daerah Kabupa1en 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 Lenrang Perubahan Ke<lua Alas 



Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Norn (Lcmbaran Dacrah 

l(abupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor I Seri B); 

4. Peraturan Bupali Banyumas Nomor .... Tahun ...... . .. LenLang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Hotel di Kabupatcn Bany umas. 

M EMUTUSKAN : 

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA SADAN DAERAH / DINAS DAERAH TENTANG 

PEMBATALAN SEC/\RA JABATAN ATAS SKPDKB/ SKPDKBT/ 

SKPDN / SKPDLB/ STPD*) PAJAK HOTEL NOMOR ..... TANGGAL 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

Tembusan: 

MembetuJkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) 

Nomor .... .. Tanggal ... ... . , atas nama wajib pajak : 

Nama 

Alamat 

NPWPD 

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada DikLum PERTAMA, yaitu 

sebagai berikut : 

Semula 

Diperbaiki menjadi 

Keputusan ini mulai bcrlaku pada Langgal clitctapkan, dengan 

ketenruan apabila dikemudian hari Lemyaca terdapat kekcliruan 

akan diadakan pembaralan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pada tanggal. ....... ... ... ... .. . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA SADAN DAERAH/ D INAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS. 

NIP . ... ... ... .. ..... .... ... .. .... .. . 

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyu:mas; 

3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4 . Arsip. 

"IPilih salah satu I !lo.f JA8.f\i,~. "' PARAF 
J. ,;0"t)A .tK 
,, ... AWIIN UM I 

• 
3. ~ --Htl~MI I/ 

4-. 14\ . ~?01-011 ( f) I 
I 

BLJPATI BANYUMAS, 

~~ ... >--
ACHMAD HUSEIN 



LAMPIRAN VI 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : TAHUN 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL 

A. PORMATSURATTEGURAN 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Purwokerto, .................. . 

I • •>-••••••••• I• , o • • o ••,I••••,• Kepada Yth 
.... ' .................................... . 

Teguran ....................... . di 
. .................. ' .......... . 

Menunjuk SuraL Tagihan Nomor ....... tanggal ... ...... dan 
Keputusan Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan•) Nomor ...... . 
tanggaJ .......... , hingga saal ini Saudara belum melunasi tagihan 
utang dengan r incian sebagai bcrikut: 

a. Piutang Pajak Hotel 
b. Sanksi administrasi 

Jumlah 

: Rp ······························ 
: Rp ......... ,. .................. . 
: Rp ..... .. .. ... ................. . 

DiminLa kepada Saudara agar melunasi jumlah utang Lcrscbut 
dalam jangka waktu paling lama IO (sepuluh) hari scLclah tanggaJ 
ini. Bukti pelunasan agar disampaikan kepada Bidang Penagihan 
Badan Daerah/ Dinas Daerab ... Kabupatcn Banyumas. 

Tagihan ulang Pajak Hotel yang t1dak dibayar pada waktunya, 
kekurangan Pajak Hotel, dan/ atau sanksi adm111istrasi bcrupa 
denda, akan dikcnakan bunga sebesar 2% (dua pcrsen) sebulan dari 
jumlah tagihan yang ten.1tang. 

A.n. Kepala Badan Dacrah/ Dinas Dacrah 
KabupaLCn Banyumas 

Kepala Bi dang ................... , ...... , 

Nama .. ...... .. , .. , ............... , .. . 
NIP ...... , .. , ....................... . 

J. Bupati Banyumas, sebagai Japoran; 
2. Sekrctaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 
*) Pilih salah saru. 



B. FORMAT SURAT PERINTAII PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKA LI GUS 

KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKE:TIKA DAN SE!{AL!GUS 

Nomor : .................. . 

Berdasarkan ketenluan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

Nomor I Tahun 201 J tentang Pajak Daerah sebagaimana tclah diubah dengan 

Peran.1ran Daerah Kabupatcn Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupatcn Banyumas Nomor I Tahun 201 l tent.ang PaJak 

Daerah, dengan ini diperintahkan kepada : 

Nama 

NPWPD 

AlamaL 

unt.uk melunasi sekaligus atas tagihan scjumlah Rp .......... ... .. dcngan rincian 

sebaga.i berikut : 

c. Piutang Pajak Reklltine berdasarkan 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD"J : Rp ...... , ...................... . 

d. Sanksi administrasi : Rp -..... , .. , ............... , ... . 

Jumlah : Rp ............ ................. . 

Pelunasan paling lam bat dilaksanakan pada tangga ........... pada Bank ..... . 

Tembusan: 

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan; 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pad a ranggal. ................. . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ............... ... ... ... .. .... .. . 

2, Sekretaris Dacrah Kabupatcn Banyumas; 

3. lnspekt\.1r Kabupalen Banyumas; 

4. Arsip. 

") Pilih salah satu 



C. FORMAT SURAT PAKSA 

fj KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

SURAT PAKSA 

Nomor : .... .. ...................... . 

DEMJ KEADJLAN BERDASARKAN l{ETUHANAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINA$ DAERAH 

Menimbang bahwa Penanggung Pajak : 
Na.ma 
NPWPD 
Alamat 
menunggak utang Pajak Hole! sebagaimana Lercantum dalam : 
1. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) Nomor ... .... .. Tanggal ........ ... . , 
2. Surat Tcguran nomor ........................ tanggaJ ..... ............. .. . 
dengan rincian ulang sebagai berikut: 
a. Piutang Pajak Hotel berdasarkan 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) 
b. Sanksi administrasi 

Jumlah Tagihan 

Dengan ini: 

: Rp ............ ................. . 
: Rp ............ ................. . 
: Rp ............................ .. 

I. memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk mclunasi scluruh tunggakan 
utang sebesar Rp .... ( . .. , .. , .. ) ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp . ... . 
( ....... .. ), daJam waktt1 2 (dua) kali 24 (dua puluh empal) jam selelah tanggal 
Surat Paksa ini diberitahukan serta menyampaikan bukti pelunasan kepada 
Kcpala Bidang Penagihan Sadan Dacrah/ Dinas Dacrah .. . l{abupaLen 
Banyumas; 

2. memedntahkan kepada Jurusila yang mclaksanakan SuraL Paksa ini a ta u 
JurusiLa lain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan SL1rat Paksa untuk 
melakukan penyitaan atas barang- barang milik Penanggung Pajak apablla dala m 
waktu 2 (dua) kali 24 (dua pulub empat) jam secelah Sural Paksa ini 
diberitahukan tidak dipenuhi. 

DileLapkan di Purwokerto 
Pada tanggal.. ................. . 

KEPALA BADAN DAERAH/ DfNAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

Nf P ........ ... ........... ... .... .. . . 
Tembusan: 
1. Bupat:i Banyumas, sebagai laporan; 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyurnas; 
3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. r,----r--- -
*) Pi.lib salah saru. No. JAB!.. Tl·• i: • - , ~ 

·- -. ~l<OA --d 
~IYl!N \Jl'T) a) I~ '\'\ll\"\)(Yl 

' ~I\· U~DA if 

8UPATI BANYUMAS, 

~ 
ACHMAD I IUSEIN 



LAMPIRAN VII 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : TAI-JUN 

TENTANG 

l<ORMATSTPD 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL 

KOP BADAN DAERAH/ D!NAS DAERAH 

(STPD) 
SURAT TAGIHAN PAJAK DA£RAI-I 

l<epaJa Yth 

Sdr. ........... ................ ................. di 
...... ' .. ........ .................... ... ' 

Nomor 
Tanggal Penerbitan 
Tan° al Jatih Tern o : 

A. Berdasarkan PeraLuran Daerah Kabupmen Bnnyumas Nomor I Tahun 201 I ten tang Pajak 
Oaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daer.th l{abupaten Banyumas Nomur 22 
Tahun 20 16 temang Perubahan Ata~ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor I Tahun 
20 I 1 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain mas 
pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak: 

Nama 

Alamal 

NPWPD 

I I LI 

111111111111111111118 
I I I I I I I I 

I I l 
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di alas, jumlah _yang mas1h harus dlbayar adalah seba,:tn, 

bcrikut : 

Pajak yang kurang dibayar Rp .... .......... ..... . 

2. Sanksi administrasi Rp .................. .. 1--1-.:..:..:.:..:..:..:.:::..:.....:..:..:..:.:..:..:..:.:.;_:.._.:.;_:.._ ________ -+_------+-'--
3 Jumlah yang masih harus dibayar {I +2) Rp ................. . 

Deogan Jluruf: ( ...................................................................................................................... ) 

PERHATIAN: 

I. Pembayaran atas pajak tcrutang d ilakukan pada Bank yang lelah diLunjuk dengan menggunakan 
Surat Setorao Pajak Daerah (SSPDJ 

2 Apabila STPD ini t,dak atau kurang dil.Jayar setelah lewat jaLUh tempo paling lama 10 (sepulllh) 
hari sejak STPD lni diterbitkan dikenakan sanks1 11dmm1strauf berupa bunga 2% (dua pers<'nl 
per bulao. 

Purwokeno ................. ...... TahuJ1 ......... 
Kepala Badan Dn.:ruh/ Dinru; Du.:rtth 
Kabupaten Banyumas. 

Nanla ......... ........................ 

NIP .................................. I 



LAMPfRAN VH I 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : TAHUN 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL 

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampii·an 
Perihal Pcrmohonan 

Pengurangan 
Hotel. 

Pajak 

Purwokerto, 

Kepacla Yeh 

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah 
Kabupaten Banyurnas 
di 

PURWOKERTO 

Yang bertandatangan di abwah ini : 
Nama 
Jabacan 
Alamat 
Nomor Telepon 
Bertindak selaku 
Pajak : 

: Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib 

Nama 
Alamat 

bersama ini mengajukan permohonan pcngurangan atas: 
Jenis surat 
Nomor /Tanggal : 
Jenis Pajak 
Masa Pajak : .. ... ............................. s/d ............................. . 

Alasan perrnohonan pengurangan terse but yaitu : 
I . 

2 . ·····~· dst 

Berdasarkan ha! tersebut di atas, perhjtungan pajak yang 
masih harus dibayar menurut kami adalah Rp ............ . 

Sebagru bahan penimbangan, lerlampir kami sampaika : 
I • 

2 . ....... dsl 

Demikian sural permohonan pcngurangan kami sampaikan 
untuk dapaL dipertimbangkan. 

Wajib Pajak/Kunsa Wajib Pajak, 



B. FORMAT SURAT PENGEMBALlAN PERMOHONAN PENGURANCAN. 

Nomor 
Sifal 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DfNAS DAERAH 

Pu rwokerto, ...... , ........... . 

Kepada Ylh 

Kepala Sadan Dacrah/ Dinas Dae rah 
Kabupaten Banyumas 
di 

Pengembalian PURWOKERTO 
permohonan Pengurangan 
.J:'.aj~_!-:i.O_t_~): .... 

Sehubungru, dengan suraL Saudara nomor ........ langgal ..... . 
yang diterima tanggal . .......... . , perihal permohonan pengurangan 
Pajak Hotel, dengan i.ni kami sampaikan bahwa: 

L. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi 
ketcncuan sebagaimana diatur dalam Pasal ....... ayat . ....... . 
Peracuran Bupati Banyumas Nomor . ...... Tahun .... tentang 
Pemungutan Pajak Hotel di Kabupatcn Banyumas, dengan 
penjelasan sebagai beriku1 : 

a . ··········· •· · .. ·•········· .. ············ 
b. . ........ ..... ........................ . .. 
c. . ....................... ... ..... ......... dst 

2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai 
dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupali Banyumas 
Nomor . ... ... Tahun .... tenlang Pemungt.nan Pajak Howl di 
Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapal mengajukan 
permohonan pengurangan Pajak Hotel kembali setelah dapal 
memenuhi persyaralan. 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima 
kasih. 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAI-I 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP . .... , ......... ...... ........... . 

l. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 
2. Sekrctaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspekt:ur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 



C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA 
PENOlfRANGAN PAJAK HOTEL. 

Nomor 
Si fat 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DJNAS DAERAH 

Purwokcrto, 

Kepada Yth 

Permintaan data dan/acau 
informasi dalam rangka 
pengurangan Pajak Hotel. 

di 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ Langgal .... .. . . 
perihal perohonan pengurangan Pajak Hotel, dcngan ini Saudara 
dimi.nta untuk memberikan data dan/atau informasi dalam benruk 
hardcopy dan/atau softcopy, yang meliputi: 
l. 
2. 
3 .... dsL 

Data dan/atau informasi tersebut agar diberikan kepada: 

Nama 
Jabatan 
Tempat : ... (Badan Daerah/ Dmas Daerah) 

JI. .... 
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah cliterimanya surat ini. 

Apabila dalam jangka waktu tersebul di atas, Saudara tidak 
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan 
pengurangan tetap diproses sesuai dengan data dan/arau informas1 
yang ada. 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

KEPALA BADAN DAERAH / DINA$ DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ...... .. .... ....... ...... ... .. .. . 

I. Bupaci Banyumas, sebgai laporan; 
2. Sekrctaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspektur KabupaLen Banyumas; 
4. Arsip. 



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA 
PENGURANGAN PAJAK HOTEL. 

Nomor 
SifaL 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Purwokeno, 

Kepada Yll1 

Permintaan kelerangan di 

tambahan dalam rangka 
pengurangan Pajak Hotel. 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal ......... 

perihal perohonan pengurangan Pajak Hole!, dengan ini Saudara 

diminta untuk memberikan keterangan tambahan da lam benluk 

hardcopy dan/atau softcopy, yang melipuLi : 

1. 

2 . 

3 ... . dst. 

Keterangan tambahan Lerscbut agar djberikan kepada . 

Narna 

Jabatan 

Tempat : ... (Baclan Daerah/ Dinas Daerah) 

J I. .... 

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditcrimanya surat ini. 

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara Lidnk 

memberikan data dan/aLau informasi d imaksud, permohonan 

pengurangan teLap diproses sesuai dengan data dan/allilu informasi 

yang ada. 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terirna kasih. 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

NlP . .. ... .... .......... ... .. ........ . 

l. Bupali Banyumas, sebgai Japoran; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. lnspektur KabupaLen Banyu.mas; 

4. Arsip. 



E. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK HOTEL 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

I<OP SADAN DAERAH/ DTNAS DAERAH 

KEPUTUSAN KEPALA 

SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

NOMOR ... ... ... ... .. TAHUN ... ... ....... . 

TENTANG 

PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMl3A YARAN PAJAK 1101 EL 

DENGAN RAHMA T TVHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH, 

Sural permohonan ........... . Nomor ...... Tanggal . .. ...... penhal 

Permohonan Pengurangan Pajak Hotel; 

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/ lapangan") yang 

diluangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor ...... .. 

tanggal ...... , permohonan pengurangan pajak terutang dalam 

SKPDl{B/SKPDKBT Nomor ....... Tanggal ....... dapat dikabulkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sadan Daerah/ 

Dinas Daerah ... tentang Persetujuan Pengurangan Pajak Hotel); 

1. Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950 tcnlang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupalen Dalarn Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah: 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tcntang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran 

Daerah Kabupalen Banyumas Tahun 2008 Nornor 14 Seri E); 

3. Pera tu ran Dacrah Nomor 1 Tahun 2011 Len tang PaJak Dacruh 

(Lembaran Daerah Kabupatcn Banyumas Tahun 2011 Nomor J 

Seri E) 

4. Peraturan Bupali Banyumas Nomor .... Tahun ......... ten tang Tata 

Cara Pemungulan Pajak Hotel di Kabupatcn Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan KEPUTUSAN l{EPALA SADAN DAERAH/ D INAS DAERAH 

TENTANO PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK 

HOTEL. 

PERTAMA Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Hotel tcrutang yang 

Lercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT"') Nomor ............. Tahun 



KEDUA 

KETIGA 

Pajak ............ 1 sebesar ...... % ( ... .... .... persen) dari Pajak HoLel yang 

terutang. 

Besarnya Pajak Hotel yang harus dibayar alas penetapan 

sebaga.imana dimaksud pada Diklum PERTAMA adalah sebagai 

berikut : 

a. PajaI.. 1erutang dalam SKPDKB'SKPDKBT•) Rp ............................... . 

b. Besarnya pengurangan 

( ...... % X Rp Rp ................. , Rp .................................. . 

c. Jumlah Pajak Hotel )'ang lerutang 

setelah pengurangon (a-b) : Rp ...................................... . 

{ .......................................................................................................................... ,. 
Keputusan ini mulal bcrlaku pada langgal diletapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian ha.ri LernyaLa lerdapal kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mesLinya. 

DiteLapkan di Punvokerlo 

Pada tanggal. ........... ................ . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINA$ DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ............................................ . 

Temusan disampaikan kepada: 

l. Bupali Banyumas (sebaga.i laporan); 

2. Sekretaris Daerah Kabupalen Banyurnas; 

3. lnspekLur Kabupaten Banyumas: 

4. Arsip. 

*) Pilih salah satu 



LAMPIRAN IX 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : TAHUN 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL 

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN 
PAJAK HOTEL . 

Nomor 
Sifat 
Lampira 
n 
PerihaJ 

Permohonan 
angsurru1/ 
penundaan*) 
pembayaran 
Hotel. 

Pajak 

Purwokeno, 

Kepada Yth 

l<epala Badan Daerall/ Dinas Daerah 
Kabupaten Banyumas 
di 

PURWOKERTO 

Yang bertandalangan di abwah ini : 
Nama 
Jabatan 
Alamat 
Nomor Telepon 
Bertindak selaku 
Pajak: 

: Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak dan Wajib 

Nama 
Alamal 

bersama ini mengaJUkan pcrmohonan angsuran/ pcnundaan•) 

pembayaran Pajak Hocel, atas : 
Jenis suraL 
Nomor/Tanggal: 
Masa Pajak : .................................. s/d ........................... .. . 
agar dapat diangsur ..... .. ( ......... ) kali/ditunda ...... ( ....... ) bulan. 

Permohonan tersebul didasarkan pada alasan sebagai benkut 

I. 

2 . ....... dsc 

Demikian surat permohonan angsuran/penundaan*) kami 
sampaikan untuk dapat dipenimbangkan. 

Wajib Pajak/ Kuasa WaJib Pajak, 

•) Pilih salah satu. 



B. PORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN 

PEMBAYARAN PAJAK HOTEL 

Nomor 
Sifat 
La mpira 
n 
Peri ha I 

Tembusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Pengembalian 
perrnohonan angsu ran / 
penundaan•) pembayaran 

.f.'aj§lk .. 1:-l~t~I ....... . 

PurwokerlO, 

Kepada Ylh 

Kepala Badan Daerah/ Dinas Dacrah 
Kabupaten Banyumas 
di 

PURWOKERTO 

SehL1bungan dengan surat Sauda1·a nomor ........ tanggal ........ . 

yang diterima Langgal .............. , perihal permohonan a11gsuran/ 
ptmundaan") pembayaran Pajak Hotel at.as .......... ..... ... PaJak Hotel 
nomor ...... ....... tanggal ............. , dengan ini kami sampaikan bahwa: 
1. Bcrdasarkan penclitian kami, sural Saudara tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dialur dalam Pasal ....... ayat ...... .. 
Peraluran Bupat1 Banyumas Nomor ....... Tahun .... lentang 
Pemungutan Pajak Hotel d i Kabupaten Banyumas, dcngan 

penjelasan sebagai berikut : 
a ............. ... ................. ..... ... . 
b .......................... ... ............ . 
c ........................ .................. dst 

2. Dengan demikian, surat Saudara kami kcmbalikan dan sesuai 
dengan kctcntuan Pasal . .... ayaL .... , Pcraturan Bupati Banyumas 
Nomor ... .... Tahun .... Lentang Pcmungutan Pajak Hotel di 
l<abupatcn Banyumas, Saudara masih dapat mcngajukan 
permohonan pembetulan a tas . . .. . . Pajak Hotel kembali setelah 

dapat memenuhi persyaratan. 
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima 

kasih. 

KEPALA BADAN DAERAH / DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 
................... ' ......... ' .......... . 
NIP .................. ............. .. 

I. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 
2. Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas; 
3 lnspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 
"IPilih salah satu 



C. F'ORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAJ PERUBAJ-IAN SAL.DO UTANO 
PAJAK HOTEL. 

Nomor 
Sifal 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan: 

pemberitahuan mengenai 
perubahan saldo utang 

. Pajak .Hotel. .................... . 

Pur.vokerto, ... ............. .. . 

Kepada Ylh 

Kcpala Sadan Daerah/ Dinas Daerah 
Kabupaten Banyumas 
Di 

PURWOKERTO 

Sehubungan dengan adanya kcputusan atas pengurangan/ 

pembetulan/ keberatan/ banding/ peninjauan kcmbali*J yang 

menye-babkan adanya perubahan saldo utang Pajak Hotel, bersama 

ini diberiLahukkan kepada Saudara hal sebagai berikut : 

1. Saldo uLang Pajak Hotel setelah adanya keputusan tent.ang 

pengangsuran berubah yang semula Rp ... ......... bcrubah menjadi 

Rp ................ . 

2. Dengan aclanya perubahan saldo utang Pajak Hotel terscbut, ma.ka 

perlu melakukan perubahan terhadap keputusan tenLang 

pemberian angsuran pembayaran utang Pajak Hotel. 

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... Peraluran B1.1p1ui 

Banyumas nomor .. ....... tahun ...... tentang Pcmungutan Pajak 

Hotel, Saudara agar mengajukan usulan perubahan pengangsuran 

pembayaran utang Pajak HoLel, dalam waktu paling lama 5 (lima) 

hari secelah diterima surat pemberitahuan ini. 

Atas perhalian dan kerjasama Saudara diucapkan tcrima 

kasih. 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ............................... . 

I. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 
2. Sekretaris Daerah l<abupaten Banyurnas, 
3. lnspektur Kabupaten Banyurnas; 
-1-. Arsip. 
*) Pilih salab salu 



D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN P8MBAYARAN PAJAK 

HOTEL 

Menimbang 

Mengingal 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

l(EPUTUSAN 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINA$ DAERAH 

NOMOR .............. TAHUN ............. . 

TENTANG 

PENGANGSURAN PEMBAYARAN 

PAJAK HOTEL 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH, 

a. Bahwa berdasarkan sural permohonan pengangsuran 

pembayaran Pajak Hotel yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa 

dari Wajib Pajak*) Norn or ...... Tanggal ...... dan hasil pemeriksaan 

Kantor/ Lapangan*) yang diluangkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan Nomor ....... Tanggal ...... , maka pcrmohonan 

pengangsuran tersebut dapat disctujui; 

b bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menelapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ 

Dinas Daerah ... tentang Pengangsuran Pembayaran Pajak 

Hotel; 

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahw1 l 950 tcntang Pembencukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Peraturan Daerah l<abupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tencang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Sen E:); 

3. Peraturan Daerah Nomor l Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Da1;:rah Kabuptlten Banyumas TahLtn 2011 Nomor 1 

Seri E) sebagaimana Lelah diubah dcngan dengan Pcraturan 

Daerah Kabupatcn Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Alas Peraturan Daerah Kabupalen Banyumas Nomor 

J Tahun 2011 tencang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapt1 

kali diubah terakhir dengan Pcraturan Daerah KabupaLcn 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tencang Perubahan Kedua Atas 



Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Norn (Lcmbaran Dacnih 

Ka bu paten Banyumas Tahun 20 13 Norn or 1 Seri B); 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun 

Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

tentang 

Menetapkan : l{EPUTUSAN KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

TENTANG PENGANGSURAN PEMBA YA RAN PAJAK HOTEL 

PERTAMA 

KEDUA 

K.ETlGA 

KEEMPAT 

Mengabulkan permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Hotel 

LeruLang dalam .......... Nomor ....... TanggaJ ....... sebanya.k ... ... kali. 

Sesuai dengan Diktum PERTAMA, besarnya angsuran ditctapkan 

sebagai berikut : 

1. Angsuran Pena.ma sebesar Rp ................. . 

2. Angsuran Kedua sebesar Rp ................. . 

3. Angsuran Ketiga sebesar Rp ................. . 

4. Angsuran Keempat sebesar Rp ................. . 

5. Angsuran Kelima sebesar Rp ................. . 

Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebcsar 2% 

setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terutang. 

Keputusan ini mulai berlaku pada Langgal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari temyata terclopat kekeliruan 

akan diadakan pembetuJan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pad a ta.nggal........ ... ......... . ...... . 

KEPALA SADAN DAERAJI/ DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS. 

NIP ........................................... .. 

Temusan disampaikan kepada: 

l. Bupati Banyumas (sebagai laporan); 
2. Sekret.aris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 
") Pilih salah sat 



E. FORMAT KEPUTUSAN TEN'I'ANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL. 

Menimbang 

Mengingat 

KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KE:PUTUSAN 

KEPALA SADAN DAERAH / DINAS DAERAH 

NOMOR ... ........... TAI-IU N ............. . 

TENTANG 

PE:NUNDAAN PEMBAYARAN 

PAJAl( HOTEL 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH, 

a. bahwa berdasarkan surat permohonan penundaan pembayaran 

Pajak Hotel yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa dari Wajib 

Pajak*) Nomor .... Tanggal .... dan hasil pemeriksaan Kantor/ 

Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 

Nomor ... .... Tanggal ........ , maka permohonan penundaan 

pernbayaran Pajak Hotel dapal disetujui; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sadan Daerah/ 

Dinas Daerah ... centang Penundaan Pembayaran Pajak Hotel; 

1. Undang-Undang Nomor I 3 Tahun 1950 ten tang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawr.i 

Tengah; 

2. Peraturan Dacrah Kabupatcn Sanyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tcncang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lcmbarnn 

Daerab Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Dae rah Nomor l Tahun 20 11 tcntang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Ka bu paten Banyumas Tahun 2011 Nomor I 

Seri El:) sebagaimana Lelah diubah dengan dcngan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 lentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupalcn Banyumas Nomor 

1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah scbagaimana Lelah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraluran Daerah l<abupaten 

Sanyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pcrubahan l{edua Au1s 

Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Norn (Lembaran Daerah 

Ka.bupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri BJ; 



4. Peraturan Bupali Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang 

PemunguLan Pajak Hole! di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL. 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEE1\'IPAT 

Mengabul pcrmohonan penundaan pembayaran pembayaran Pajak 

Hotel dalam ......... Nomor ........ Tanggal .. ...... selama ....... bulan. 

Sesuai dengan Diktum PERTAMA, bai.as wakLu pembayaran 

ditetapkan paling lam bat tanggal .............. .. ..... . 

Selama masa penundaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% 

scriap bulan yang dihitung dari jumlah pajak terhutang. 

l{eputusan ini mulai berlaku pada Langgal ditclapkan, dcngan 

ketentuan apabila dikemudian hari Lcrnyata tcrdapat kckcliruan 

akan cliadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokeno 
Pad a tangga I. ......................... .. 

h'.EPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ............................................ . 

Temusan disarnpaikan kepada : 

1. Bupati Banyurnas (sebagai laporan); 
2. SekreLaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas; 
4 . lnspektur Kabupaten Banyumas; 
5. Arsip. 
•J Pilih salah satu. 

BUPATI BANYUMAS, 

~~ 
ACHMAD HUSEIN 



LAMPIRAN X 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CA RA PEMUNOUTAN PA,JAK 
HOTEL DJ KABUPATEN 
BANYU MAS 

A. F'ORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK HOTEL 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal Permohonan 

pembebasan 
Hotel. 

Pajak 

Purwokeno, 

Kepada Yth 

Kepala Sadan Daerah/ Dinas 
Daerah Kabupaten Banyumas 
di 

PURWOKERTO 

Yang bertandatangan di abwah ini : 

Nama 

Jabatan 

Alamal 

Nomor Telepon 

Bertindak selaku 

Pajak: 

: Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak dari Waj1b 

Nama 

Alamat 

bersama ini mengajukan permohonan pembebasan atas: 

Jenis surat 

Nomor/ Tanggal: 

Jenis Pajak 
Masa Pajak : .................................. s/d ....... ... ............. , ..... . 

Alasan pcrmohonan pembebasan terscbut yaitu : 

I. 

2 ........ dst 

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan : 

I. 

2 ........ dst 

Demikian surat permohonan pembebasan u tang Pajak Hotel 

kami sampaikan untuk dapat diperlimbangkan. 

Wajib Pajak/Kuasa Waj1b Pajak . 

....... ........................... 



B. FORMAT SURAT PENGEMBALlAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK HOTEL. 

Nomor 
Siral 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Pengembalian 
permohonan 

.P.~.r?~~b':'san . Paj_ak _Hotel_._ 

Purwokerlo, ....... . .......... . 

Kepada YLh 

I<epaJa 
Daerah 
di 

Sadan Daerah / Dinas 
Kabupaten Banyurnas 

PURWOKERTO 

Sehubungan dengan sural Saudara nomor ........ langgal ........ . 
yang d itedma Langgal ............ , perihal permohonan pembcbasan 
Pajak Hotel, dengan ini karni sarnpaikan bahwa: 

l. Berdasarkan penelilian kami, sural Saudara tidak mernenuhi 
ketencuan sebagairnana dialUr dalarn Pasal ....... ayat ........ . . 
Pe raruran Bupati Banyurnas Nornor . ... ... Tahun ... tentang 
Pernungucan Pajak Hotel di Kabupaten Banyumas, dengan 
penjelasan sebagai berikul : 
a ...... .......... ..... ... ... ... ... ... ..... . 
b ... ............... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
c ... ...... ... ........... ................... dst 

2. Dcngan dcmjkian, sural Saudara kami kembalikan dan sesuai 
dcngan kctentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupa1i Banyumas 
Nomor ....... Tahun .. .. tentang Pemungutan Pajak Hotel di 
I<abupalen Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan 
permohonan pembebasan Pajak Hotel kembali setelah dapal 
rnernenuhi persyaratan. 

Atas perhaLian dan kerjasarna Saudara diucapkan tenmu 

kasih. 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAl f 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ....... .. ...... .............. ... . 

1. Bupali Banyumas, scbgai laporan; 
2. Sekretaris Daerah Kabupatcn Banyumas; 
3. Inspcktur Kabupatcn Banyumas; 
4. Arsip. 



C. FORMAT SURAT PERMlNTAAN DATA DAN/ATAU INF'ORMASI DALAM RANGKA 
PEMBEBASAN PAJAK HOTEL. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Periha l 

Tembusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Permintaan data dan/atau 
informasi dalam rangka 
pembebasan Pajak Hotel. 

Purwokerto, 

Kepada Yeh 

di 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ Langgal ...... . . 
perihaJ perohonan pembebasan Pajak Hotel, dengan ini Saudara 
diminca untuk memberikan data dan/atau informasi, dalam benruk 
hardcopy dan/atau softcopy, yang meliputi: 
1. 
2. 
3 .... dst. 

Data dan/alau informasi tersebut agar diberikan kcpada: 

Nama 
Jabalan 
TempaL : . .. (Sadan Daera.h/ Dinas One.rah) Kabupaten Banyumas 

,JI. ..... Pu rwokerlo 
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya sural ini. 

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara udak 
memberikan data dan/atau informasi d1maksud, surat pcrmohonan 
pembebasan Pajak Hotel tetap diproses scsuai dengan data dan/atau 
informasi yang ada. 

Alas perhatian dan kerjasamanya cliucapkan terima kasih. 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAII 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ................................ . 

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA 
PEMBEBASAN PAJAK HOTEL 

• 
. . 
t-7 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

PerminLaan keterangan 
tambahan dalam rangka 
pe.mbebasan Pajak Hotel. 

Purwokerto, .............. .... . 

Kepada Yu, 

, , , o,.,,, ", ••• • • • • •• • ••,• I • • I • •I •••• • 1 • •• 

• • • • • • • • • • • • • f • • •• • •• • • I • d •• • • •• • •I •• • • •• • 

di 

Sehubungan dengan surar Saudara Norn or ....... tanggal ........ . 

perihal perohonan pembebasan Pajak Hotel, dengan ini Saudara 

diminta untuk mcmberikan keterangan tambahan dala dan/atau 

informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, yang melipuli 

1. 

2. 
3 .... dSl. 

Kelerangan tambahan tersebul agar diberikan kepada : 

Nama 

Jabatan 
Tempat : ... (Badan Daerah / Dinas Daerah) Kabupalen Banyumas 

Jl ..... Purwokerto 

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini. 

Apabila keterangan tambahan tersebut, Saudara tidak 

memberikan data dan/atau informasi dimaksud, permohonan 

pembebasan letap diproscs sesuai dengan data dan / atau informasi 

yang ada. 
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

KEPALA SADAN DAERAH / DINAS DAERAH 

KABVPATEN BANYUMAS, 

NlP . ........... ............... .. ... . 

I. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupatcn Banyumas; 

3. lnspektur Kabupalen Banyumas; 

4. Arsip. 



E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN HOTEL 

Menimbang 

Mengingat 

•; ... 
ii',,'i'(~. 

BUPATI BANYUMAS 
PROVINS! JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR ...... TAHUN 202] 

Tli:NTANG 

PEMBEBASAN HOTEL 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa berdasarkan SuraL permohonan .... Nomor .... Tanggal ... . 

perihal Pcrmohonan Pembcbasan Pajak Hotel dan hasil 

pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang clituangkan dalam 

Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .... TanggaJ .... , muka 

permohonan pembebasan Pajak Hoteldapat dikabulkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

buruf a, perlu meneLapkan Keputusan Bupati Banyumas ten tang 

Pembebasan Pajak Hotel; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembenLukan 

Daerah-daerah Kabupalen Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Peraruran Daerah Kabupacen Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tencang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbarun 

Daerah I<abupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor l Tahun 2011 Len tang Pajak Daerah 

(Lembaran Dae rah Ka bu paten Banyumas Tahun 2011 Nomor l 

Seri E) sebagaimana Lelah diubah dcngan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 LCnLang 

Perubahan Alas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 

1 Tahun 2011 ten Lang Pajak Daerah sebaga1mana telah bebcrapa 

kali diubah ccrakhir dengan Peraluran Daerah Kabupau:n 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Alas 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Norn (Lcmbaran Dacrah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor l Seri 8); 



4. Peraluran Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tenLang 

Pemungutan Pajak Hoteldi Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERSETUJVAN 

PEMBEBASAN PAJAK HOTEL. 

PERTAMA Membebaskan Pajak Hotel terutang yang tercantum dalam ....... .. 

Norn or ....... Tanggal ........ . 

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembctulan scbagaimana mcstinya. 

Tembusan: 

I. Sekrctaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

2. Jnspektur Kabupaten Banyu.mas; 

3. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah; 

4. Arslp. 

") Pilih salah satu 
No. JABATAi~ 

~ •' t'a:-OA ---,; 
..::: Asm1t1 urn 
:} . H>6 'tM=v m . 

4 . / \Cf\ · EAPt~ ~ 

Ditetapkan di Purwokeno 

Pada tanggal .................. .. 

BUPATI BANYUMAS, 

ACHMAD HUSEIN 

BUPATI BANYUMAS, 

ACHMAD HUSEIN 



LAMPIRAN XI 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
HOTEL DI KABUPATEN 
BANYUMAS 

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGlJRANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI 
ADMINISTRASI PAJAK HOTEL. 

Nomor 
Sifal 
Lampiran 
Perihal Permohonan 

Pengurangan / 
Penghapusan Sanksi 
Admirustrasi. Pajak Hotel. 

Purwokerto, 

Kepada Yth 

Kepala Badan Daerah/ Djnas 
Daerah Kabupaten Banyumas 
di 

PURWOKERTO 

Yang bcrtandatangan di abwah ini : 

Nama 
Jabalan 

Alamat 

Nomor Telepon 
Bertindak selaku 

Pajak: 

: Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib 

Nama 
Alamat 

bersama ini mengajukan Permohonan Pengurangan/ Penghapusan 

Sanksi Administrasi Pajak Hote l atas : 

Jenis surat 

Nomor /Tanggal : 

Jenis Pajak 

Masa Pajak : .................................. s/ d .................... ......... . 

Alasan pcrmohonan pengurangan tersebut yaitu : 

3 . 

4 ...... .. dst 
Berdasarkan hal lersebut di atas, perhicungan pajak yang 

masih han.1s dibayar mcnurul kami adalah Rp ... .. ....... . 
Sebagai bahan pcrtimbangan, terlampir kami sarnpaika : 

3. 

~- ....... dst 
Dernikian surat permohonan pengurangan kami sampaikan 

untuk dapal dipertimbangkan. 

Wajib Pajak/ l<ua:,a Wajib PaJak . 

. . . . . . . .. . . ·• -.... -·.' ' .......... . 



B. FORMAT SURAT PENGEMBALlAN PERMOHONAN PENGURANGAN/ 

PENGHAPUSAN SANKS! ADMlNJSTRASI PAJAK HOT&:L. 

Nomor 
Siral 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Pengembalian 
Pengurangan/ 
Penghapusan Sanksi 
Administra.~i _Pajak H~~~I. 

Purwokerto, ..... ... .. , ....... . 

Kepada Yth 

Kepala Sadan Daerah/ Dinas 
Daerah Kabuparen Banyumas 
di 

PURWOKERTO 

Sehubungan dengan suraL Saudara nomor ........ Langgal ........ . 

yang diterima tanggal ............ , perihal permohonan pengurangan 
Pajak Hotel, dengan ini kami sampaikan bahwa: 

1. Berdasarkan penelitian kami, sural Saudara tidak memenuhi 
ketentuan scbagaimana diarur dalam Pasal ....... ayat ......... . 
Peraturan Bupali Banyumas Nomor ....... Tahun .... tenrang 
Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Ban)'umas, dengan 

penjelasan sebagai berikul : 
d ..... .. ........................ ... ....... . 

e. . ................. ............ .. . . ·• .... . 
f. ......................................... dst 

2. Dengan demikian, surat Sauda ra kami kembalikan dan scsuai 
dengan ketenluan Pasal ..... ayal .... , Peraturan Bupali Banyumas 
Nomor ....... Tahun .... tenrang Pemungutan Pajak Hott! di 
Kabupaten Banywnas, Saudara masih dapaL mcngajukan 
permohonan pengurangan Pajak Hotel kembali sctclah dapal 

memenuhi persyaratan. 

Alas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima 

kasih. 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 
l<ABUPATEN BANYUMAS, 

o o o, o o t •,, • • o •Io• Io •• o ••I•• I •• I•• o o o oo o • 0 

NIP ................... , .. , ..... , .. .. 

l. Bupali Banyumas, sebgai laporan; 
2. Sekretaris Daerah Kabupalen Banyumas; 

3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 



C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN ATAU INfi'ORMASI DALAM RANGKA 
PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HOTEL. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Tcmbusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Permintaan data dan/ atau 
informasi dalam rangka 
pengurangan/ penghapusan 
sanksi adminislrasi Pajak 
Hotel. 

Purwokerto, 

Kepada Yeh 

di 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal ... ... . . 
perihal perohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administras i 
Pajak Hotel, dengan ini Saudara diminta untuk mcmberikan da ta 
dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, y.i ng 
meliputi: 
1. 
2. 
3 ... . dst. 

Data dan/atau informasi tersebut agar cliberikan kepada : 

Nama 
Jabatan 
Tempat : .. . (Badan Daerah/ Dinas Daerah) 

JI. .... 
paling lama 5 (lirna) hari kerja setelah diterimanya surat ini. 

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara udak 
memberikan data clan/at.au informasi dimaksud, surat permohonan 
pengurangan tetap diproses sesuai dengan data dan/ atau informa s1 

yang ada. 
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

KEPALA SADAN DAERAH / DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS. 

··················· •·· ················· 
NIP . . ... ... .. ... ..... ...... ... ... .. . 

I . Bupali Banyumas, sebgai laporan; 
2. Sekretaris Daerah KabupaLen Banyumas; 
3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA 
PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK HOTEL . 

• 
. . . 

Nomor 
Si fat 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan; 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Pcrmintaan ketcrangan 
tambahan dalam rangka 
pengurangan/ penghapusan 
sanksi administrasi Pajak 
Hote l. 

PurwokcrLO, 

Kepada YLh 

di 

Sehubungan dcngan surat Saudara Nomor . ...... tanggal ...... . . 

perihaJ perohonan pengurangan Pajak Hotel, dengan ini Saudara 

diminta unn.1k memberikan ke terangan cambahan dalam bentuk 

hardcopy dan/a1.au softcopy, yang melipuU : 

4. 
5. 
6. . . . dst. 

Keterangan tambahan tcrsebut agar d iberikan kepada · 

Nama 

JabaLan 

Tempat ; ... (Badan Daerah/ Dines Daerah) 

Jl. .... 
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya suraL ini. 

Apabila dalam jangka waktu tersebul di atas. Saudara tidak 

membcrikan dala dan/atau tnformas1 d imaksud, pcrmohonm1 

pengurangan cetap diproses scsuai dengan daca dan/atau informas1 

yang ada. 
Atas perhatian clan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

KEPALA SADAN DAERAI l / DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

• • • o • ••••••• I •• I • •• I• •• •• 0 • • o,o • o, o • o, o • ' ' 

NIP ........................ ... ..... . 

I . Bupad Banyumas, sebgai la poran; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3 . lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 



E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN SANKS! ADMINlSTRASl 

PAJAK HOTEL. 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA SADAN DAERAH/ DlNAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR .............. TAHUN ............ .. 

TENTANG 

PENGURANGAN SANKS! ADM1N1STRAS1 PAJAK HOTEL 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan suraL permohonan pengurangan sanksi 

adminisLrasi Pajak Hotel yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa 

Mengingal 

dari Wajib Pajak") Nomor ......... Tanggal .... .... dan hasil 

pemeriksaan Kantor/Lapangan•) yang dituangkan dalam Laporan 

Hasil Pemeriksaan Nomor ....... Tanggal ....... , permohonan 

pengurangan Pajak Hotel dapat disetujui; 

c. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menelapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ 

Dinas Daerah ... tentang Pengurangan Pajak Hotel; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 rentang Pembcntukan 

Daerah-daerah KabupaLen Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Peraturan Daerah Kabupatcn Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah l(abupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Lentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 20 I t Nomor 1 

Seri E] sebagaimana telah diubah beberapa kali Lerakhir dengan 

Peraturan Daerah KabupaLen Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Pcraturan Daerah l<abupaccn 

Banyumas Nomor I Tahun 20 l l tentang Pajak Dacrah (Lembaran 

Daerah Kabupatcn Banyumas Tahun 2016 Nomor I Sen B); 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ....... a, tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Hotel di Kabupalen Banyumas. 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

TENTANG PENGURANGAN PAJAK HOTEL. 

Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Hotel cerutang dalam 

............ Nomor .... ... .. Tanggal .......... , atas Wajib Pajak : 

Nama 

NPWPD: 

Alamat : 

sebesar .... % ( .... persen). 

Besarnya Pajak Hotel yang harus dibayar setelah pengurangan 

sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebaga1 

berikut : 

a. Pajak terutang dalam .......... ... , .... ........... : Rp .. . , . .. ............... .. 

b. Besarnya pengurangan ( ...... % X Rp ..... ) : Rp ...... ........... .... .. . 

c. Jumlah Pajak Hotel yang terulang 

Setelah pengurangan (a-b) : Rp .... ............. ...... . 

(.' ......................................... ' .. ' .. ' .. ' .... ' ....... '.' .. '.'' .... , .. , ........ ''' , ... ). 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketenruan apabila dikemudian hari tcrnyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mest.inya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pad a tanggal.. . ........ .... ........... .. 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAH;RAH 

l<ABUPATEN BANYUMAS, 

················ ·· ···························· ····· 
NIP ............ ............. , .. , .... ........... . 

Tcmusan disampaikan kepada : 
l . Bupati Banyumas (sebagai laporan); 
2 . Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3 . lnspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 
*) Pilih salah satu 



P. F'ORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADM INISTRASI PAJAK 

HOTEL. 

KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA SADAN DAERAH/ DJNAS DAERAl-1 

KABUPATEN BANYUMAS 

NO MOR ........... Tahun ...... . . 

TENTANG 

PENGHAPUSAN SANKS! ADMIN ISTRASI PAJAK HOTE.L 

KEPALA BADAN DAERAH/ DLNAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat pcrmohonan ...... Nomor .. .. Tanggal .. . . 

Mengingac 

perihal Permohonan Pcnghapusan Sanksi Adm inist.rasi Pajak 

Hotel dan hasiJ pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituang 

kan dalarn Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .... Tanggal .... , 

maka permohonan penghapusan sanksi adminisLrasi Pajak Hole! 

dapat disetujui; 

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ 

Dinas Daerah ... Lenlang Penghapusan Sanksi Administrasi PaJak 

Hotel; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenLang Pembentukan 

Dacrah-daerah Kabupalen Dalam Lingkungan Provmsi J awa 

Tengah; 

2. Pcraturan Daerah KabupaLcn Banyumas Nornor 22 Tahun 2006 

centang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara n 

Dacrah Kabupatcn Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 
3. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2011 Len Lang Pajak Daeral1 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nornor 1 

Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Dacrah KabupaLen Banyumas Nomor 22 Tahun 201 6 

tenLang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

Nomor 1 Tahun 201 l tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

l<abupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor l Seri B); 

4. Peraruran Bupali Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Hotel di KabupaLen Banyumas. 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAER.AH TENTANG 

PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK HOTEL. 

PERTAMA 

KEDUA 

Tembusan: 

Menghapus Sanksi AdminisLrasi berupa Sunga, Denda, l(cnaikan 

Pajak*) atas keterlambatan pembayaran Pajak Hotel yang tercantum 

dalam ....... . Nomor ....... Tanggal ....... . . 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari tcrnyata Lerdapat kekcliruan 

akan diadakan pembetu.lan sebagaimana mestinya. 

DiLetapkan di Purwokeno 

Pada t.anggal. .............. . .. . . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAER.Al~ 

KABUPATEN BANYUMAS, 

... ' .......... ' .. ................ , .... . 
NIP .. .. ....... ....... ... .......... . . 

1. BupaLi Banyt.lmas, sebagai laporan; 

2. Sekre1.aris Daerah Kabupatcn Banyumas; 

3. lnspekLur l<abupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

No. JABA·r~ • BUPATI BANYUMA8, - - --
~ ~~ 11 -? / Pls'm1N l)fYl 

J . ""6~ (V 4 . ~ . ~1>8'\M 

<i- ' 



LAMPIRAN XJI 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : TAI-ILJN 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
HOTEL DI KABUPATEN 
BANYUMAS 

A. FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN PAJAI< HOTEL. 

Nomor 
Sifal 
Lampiran 
Perihal Pengajuan 

keberatan Pajak 
Hotel. 

Yang bertandatangan di abwah ini : 

Nama 
NPWP 
Jabalan 
Alamat 
Nomor Telepon 

Purwokerco, .................. . 
Kepada Yth 
Kepala Badan Daerah/ Dinas 
Daerah Kabupaten Banyumas 
d i 

PURWOJ<ERTO 

Bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak : 

Nama 
NPWPD 
Alamat 
bersama ini mengajukan keberatan a las : 

Jenis sural 
Nomor / Tanggal 
Jenis Pajak 
Masa Pajak : .................................. s/ d ...... ... ................ .... . 

Alasan keberatan yaitu : 
I. . ..... . ························ ,,,, ........................... , ............................ , ........... .. , ........... .... . 

2. .................................................................................... .......... ................... dst 
Sebagai bahan pertimbangan, terlarnpir kami sarnpaikan. 

I .................... .. . .... .............. .. . . ........................................ .. .................. .... .. ......... . . 

2. . .................................................................................................................. dst 

Demikian sural pengajuan keberatan kami sampaikan untuk dapat 

diperlimbangkan. 

WaJ1b Pajak/ Kuasa Wajib Pajak. 

o' I • I• •••••••• "' oooooO ,,ooo •••• 



B F'ORMAT SURAT PENGEMBALIAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK HOTEL. 

KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal Pengembalian 

pengajuan keberatan 

_1:'_aj,a~ f:!g~el. ·······-

Purwokerto, ............. , .. , .. 
Kepada YLh 
• • • •' • • • • • • • • • • • • • ~•' • • ' • 0' •I••••••••••' o o' • •' o •'•••I• 

di 
' o O '• • • • o • • o • o o o o o o' •Io• Io o O • • • o • 

Sehubungan dengan suraL Saudara nomor . ....... tanggal ......... yang 

ditcrirna tanggal ............ , perihal pcngajuan keberatan Pajak Hotel, dcngan ini 

kami sampaikan bahwa: 
I. Berdasarkan pcnelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi keLenLLian 

sebagaimana diacur dalam Pasal ....... ayaL .... .. . .. . Peraturan Bupali Ban) umas 
Nomor ....... Tahun .... tcntang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotd di 
Kabupaten Banyumas, dcngan penjelasan sebagai berikut : 
a. . ............ ............ ...................... .. ... ... .............. ... ........................................... . 

b. . ... ... ..... , .. , ...... ..... .......... ........... , .. , .. , .. ................................. ......................... . 
c. . .. .. . .. . , .. ....... ....................... , .. ....................... ................. .. , .. , . . .. . ...... ... .. dst 

2. Dengan dcmikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan 
ketentuan Pasal . .... ayat ..... Peracuran Bupati Banyumas Nomor .... .. Tahun 
.... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Banyumas, 
Saudara masih dapat mengajukan keberatan Pajak Hotel kembali setelah dapat 

memenuhi persyaratan. 
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. 

Tembusan: 
I. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

KEPALA BADAN DAERAH/ DlNAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

•' • • • • • • • ·• • • 0 • • • • 0 o o Io•• o ♦ o I••••+ o • o o • • • o 

NIP ............ ........ ............ . 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. lnspekLur l(abupaten Banyumas: 
4. Arsip. 



C. FORMAT SURAT PE:RMINTAAN DOKUMEN, DATA DAN ATAU INFORMASI 

DALAM RANGKA KEBERATAN PAJAK HOTEL. 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Nomor 
Sifal 
Lampiran 
Pcrihal Permincaan dokumen, data 

dan/atau informasi dalam 
rangka keberacan Pajak 
Hotel. 

Purwokerto, .... .... ......... . . 

Kepada Vth 
. '.' ............ ' ..... ' .................. . 
di 

o o I o o •• ♦ •IO o O o • Io o I •• I • o O •• I , • o 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal .. ...... perihal 
pengajuan keberat.an Pajak Hotel, dengan ini Saudara diminLa untuk memberikan 
pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan, data dan/atau informasi, dalam benluk hardcopy dan/ atau softcopy. 
yang meliputi : 
L. • .... ..... ............ .. ......... .. ..... .... .. ........ ... ... ............... ..... ... .................... ······ ... .•... ... 
2. . ................. ' ........ ' ..... ..... ... '., .. .. ' .. ' ........ ·· • .. . ' .. ' .... ....... ... ·········· ............ ... .......... . 
3. . ..................... ........ ... . ...... ... .. .............. ..................... ..... .. ... ... ................. .. dst. 

Pembukuan atau pencatacan, data dan/ataLI informasi, dalam bentuk 
hardcopy dan/ alau sof1copy, agar diberikan kcpada : 
Nama 
Jabatan 
Temmpat : (Sadan Dacrah/ Dinas Daerah) 
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini. 

Apabila dalam jangka waklu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
pcmbukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bcntuk hcirdcopy 
dan/ atau softcopy, surat pengajuan keberatan Pajak Hotel Letap diproses sesuai 
dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada. 

Alas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Tembusan : 
1. Bupati Banyumas, sebgai laporao; 

KEPALA BADAN DAERAH / DrNAS DAERAH 
KABUPATEN BANVUMAS, 

, .. ,,., .... . , .... ... ... ............... . 
NIP ..... ....... ..... .. ............. . 

2. Sekn:taris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 
4 . Arsip. 



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANOAN TAMBAHAN DALAM RANCKA 
KEBERATAN PAJAK HOTEL. 

I<OP SADAN DAERAH/ D INAS DAERAH 

Nomor 
Sifal 
Lampiran 
PerihaJ Perrnintaan keterangan 

tambaban daJam rangka 
keberatan Pajak Hotel 

PurwokerLo, .. .. ... .. ........ . . 

l<epada Yth 
•••••• ' •••• ' ••••••••••••• ♦ •••••••••••••••• 

di 
•••••••• ♦ •••••••••••••••••••••• 

Sehubungan dengan suraL Saudara Nomor ... .... tanggal ........ . perihal 

pengajuan keberatan Pajak Hotel, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan 

keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, yang mclipuli : 

1 . . ............. .. ................... .. .............. . ......... ..................... .... ..... . ........ ........ . 

2. . .......... .. . ... , .. , .. ........................... ....... .. ... ... .... ...... .. ... ..... .. ... ... ........... .. ... . 

3. . ............ .................................... ... ............ ........................... ............ dst. 
Keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/ataL1 softcopy, agar 

diberikan kepada : 
Nama 

Jabatan 

Tempal : Badan Daerah/ Dinas Daerah 

paling lama 5 (lima) hari kcrja setelah diterimanya SL1rat ini. 
Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, pengajuan 

keberatan tetap diproses sesuai dengan doku.men, data, dan/atau informasi yang 
ada. 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Tembusan: 
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAJI 

KABUPATEN BANYUMAS, 

................... .................... 
NIP ................................ . 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 



E. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUI< HADIR. 

KOP BADAN DAERAH/ OINAS DAERAH 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
PeTihal Pcmberitahuan untuk 

hadir. 

Purwokerto, .................. . 

I<epada Ylh 
. ' ....... ' .......... ' ................ ' .. '' 
di 

... ' .. ' .... '.' ..... ' .. ' .. ' ..... 

Sehubungan dengan telah dilakukannya p<::nelitian berdasarkan Surat 

Togas Pcnelitian Keberatan nomor ..... tanggal ..... bersama mi disampaikan daftar 

hasil penelitian keberatan sebagaimana terlamoir. 
Mengingat hasil pcnelitian keberatan berkaitan dengan kewajiban pajak 

yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kescmpacan untuk menanggapi secara 

cerrulis sesuai formulir terlampir disertai clengan data, bukti, dan clokumcn 

pendukung dalam jangka wa.ktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal sural 

ini, dan diharapkan kehadiran Saudara guna membcrikan keterangan alau 

memperoleh penjelasan pada : 

Hari/ tanggal: 

Waktu 

Tempat : Sadan Dacrah/ Dinas Dacrah 
Keperluan : menemuhi ............................................................................. . 

Pcrlu kami ingatkan, apabila Saudara tidak hadir pada waktu yang Lelah 
ditentukan, keberatan Saudara akan diselesaikan Lanpa menunggu kehadiran 
Saudara. 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan tcrima kasih. 

Tembusan: 
l. Supati Banyumas, sebgai laporan; 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 
KASUPATEN BANYUMAS, 

o • o o oo •••• • Io• o o • oo o oo O o" I• o O o o O • o o o o o 

NlP ........ ............ , ........... . 

2. Sekretaris Daerah l<abupaten Banyumas; 

3. lnspektw· Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 



PEMBERJTAHUAN DAFTAR HASIL PE:NELITIAN KEBERATAN 

Nomor: 

MENURUT 

WP PEMERlKSA 

HAL YANG 
DJSENGKETAKAN 

Rp Rp 

1 2 3 

Mengetahui : 

0 o • ♦ • o o • o o o o o I• 0 o o o o • o o o o o O o o Io• • 0 • • 0 

NIP 

Tanggal: 

ALASAN 

PENELITI 
DITOLAK/DITERIMA 
KEBERATAN WAJIB 

Rp 

4 

PAJAK TERHADAP 
KOREKSI 

PEMERIKSAN 
DALAM PROSES 

KEBERATAN 

5 

Punvokerto, ...... .. .................. . 

Tim Peneliti 

KeLUa Tim 

·························· ·•·····•··· 
NIP 

Penelaah Kebenuan 

o o o o o o o o o o ' o • • • • • • • • o o o o o o' o o' o '' o IO• o • o 

NIP 

............. .. ' .... '.' ..... ' .. ' .. ' ..... . 
NIP 

I 

I 



F'. F'ORMAT KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK HOTEL 

KOP BADAN DAERAH/ DIN AS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR ........... Tahu□ ....... . 

TENTANG 

KEBERATAN WAJ18 PAJAK ATAS ................ .. .... PAJAK HOTEL 

KEPALA SADAN DAERAH / DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan .... Nomor .... Tanggal .... 

perihal pengajuan keberatan Pajak Hotel dan has.ii pcmeriksaan 

Kanwr/ Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan Nomor .... Tanggal .... , maka pengajuan keberatao 

Pajak Hotel dapal dikabulkan; 

Mengingat 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pad::1 

huruf a, pcrlu menetapkan Keputusan Kepala Sadan Pendapatan 

Daerah tentang l<eberatan Pajak Hotel; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Peraturan Daerah KabupaLen Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sanyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Pcraturan Dacrah Nomor I Tahun 2011 tentang Pajak Dat:rah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sanyumas Tahun 20 I 1 Nomor l 

Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Pcraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 

l Tahun 20 l l ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nornor I Seri B); 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun ......... Lcnlang Tata 

Cara Pernungutan Pajak Hotel di KabupaLen Banyumas. 



MEMUTUSl{AN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN l(EPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAE:RAH ... 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

Tembusan: 

TE:NTANG KE:BERATAN PAJAK HOTEL. 

Menerima seluruhnya/ Menerima sebagian/ Menolak*) keberatan 

Wajib Pajak atau menambah besarnya pajak yang masih harus 

dibayar dalam ............... yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak 

dengan suratnya nomor ... ...... ... tanggal .......... .. 

Dengan perician sebagai berikul : 

Semula 

Ditambah/dikurangi 

Menjadi 

Rp ................ . 

Rp ..... , ......... .. 

Rp ................ .. 

Kepurusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dcngan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

akan d iadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pad a tanggaJ .................. .. 

A.n. BUPATl BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH / DINAS 

DAERAl-l 

BANYUMAS, 

KABUPATEN 

o o • • o • • o o o • o o Io••••••• o o o o I•• IO o Io o I o o 

NIP ......... ... .......... , ........ . 

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan; 

2. Sekretaris Daerab Kabupaten Banyumas; 

3. lnspektur Kabupatcn Banyumas; 

4. Arsip, 

*) Pilih salah satu fJo. J BATAN PAR.',i; 
BUPATI BANYUMAS, 

j:e:-t>_A 

~ r 
I A.s:rn1r1 um - - -
'ft6, ,\\\I~ ACI-IMAD HUSEIN 

L_I 'fr. l,WetibP 



LAMPIRAN XJLI 

P8RATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

HOTEL Dl KABUPATEN 

BANYUMAS 

A. F'ORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

PAJAI( HOTEL. 

Nomor 

SiraL 

Lampiran 

Perihal Permohonan 

pengembalian Pajak 

Hotel. 

Yang bertandatangan dj abwah ini : 

Nama 

NPWP 

Jabatan 

Alamat 

Nomor Telepon 

Purwokerto, . ... .. ...... ...... . 

Kepada Ylh 

Kepala Sadan Daerah/ Dinas 

Dacrah Kabupaten Banyumas 

di 

PURWOKERTO 

Bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak: 

Nama 

NPWPD 

Alamat 

bersama ini mengajukan permohonan pengembaliru1 kelebihan pembayaran paJa k 

atas: 

Jenis sural 

Nomor /Tanggal 

Jenis Pajak 

Masa Pajak : ........... ....................... s/ d . ............ ................ . 

Menurul perhitungan kami pajak yang seharusnya dibayar adalah sebcsa r 

Rp ....... .... , dengan perhitungan sebagai berikuL : 

····· · ·•· · • •· ·• · ·· · 0 000 •·••000000000000 0 ! 0 0 0 0000 0 000. 0 ••••• • · · · 000000•• • • • 0 0 00•••0 000 •O OOOOO •• O H00 0 0 000f00 •0 00 0 000 00 0 • •0 0 0 0 00 0 .. 

2. ·············•· ·········••H·•·· ························•············•··················· ·········· ····· ········· ··········· dst 



Dengan demikian terdapat kelebihan pernbayaran Pajak Hotel sebesar Rp .... 

( ..................................... .. ........................................................ ..... ) 

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan : 

I ............. ......... . ... ....................................................................... .... . ............ . ... ............. . 

2. .. ................................................. ......................................................................... dsL 

Demikian surat permohonan permohonan pengembalian kelebihan 

pernbayaran pajak kami sampaikan untuk dapal dipertimbangkan. 

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. 

•·'' '••• • •••••••I•• o o o o o o' I•• I• o o o 



B. FORMAT SLJRAT PENGIJ:MBALJAN PERMOHONAN PENGIJ:MBALIAN KELEBJHAN 

PEMBAYARAN PAJAK HOTEL. 

KOP BADAN DAERAH/ DlNAS DAERAH 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal Pengembalian permohonan 

pengembalian kelebihan 

pembayaran Pajak Hotel. 

Purwokerto, ................. .. 

Kepada Ylh 

di 

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tanggal ......... yang 

diterima tangga1 .... ..... , perihal permohonan pcngcmbalian kele-bihan pembayaran 

Pajak Hotel, dengan ini kami sampaikan bahwa: 

I. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara Lidak memenuhi ketenLuan 

sebagaimana diaLur dalam Pasal .. ..... ayat .......... PeraLuran Bupati Banyumas 

Nomor ....... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Ho1el di 

I<abupaten Banyumas, dengan penjelasan scbagai berikut : 

a .......... ... ..... , ............................................................................. .. , .. ...•.. • 

b ....... ... .. .................. ..... ..... ' .. ' .......... I ••••• I •••••••• ' •••• ' •••••••• ' .' ••••••• ' •••• '' •••••••• 

c ..................................................................................................... dsl 

2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesua1 dengan 

ketentuan Pasal ..... ayaL .... , Peraturan Bupaci Banyumas Nomor ....... Tahun 

.... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel di Kabupalen Banyum!ls, 

Saudara masih dapat mengajukan perrnohonan pengernbalian kelebihan 

pembayaran Pajak Hotel, kembali setelah dapat memenuhi pcrsyaratan. 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan teri.ma kasih. 

Tembusan: 

l. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

........... ' ....... ....... ............ ' .. 
NIP ................................ . 

2. Sekretaris Daerah Kabupalen Banyumas; 

3. rnspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 



C. F'ORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INF'ORMASI 

DALAM RANGKA PENGEMBALlAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAI( HOTEL. 

KOP BADAN DAERAH / DfNAS OAERAH 

Nomor 
S irat 
Lampiran 
Pe rihal Permintaan dokumen, data 

dan/atau informasi dalam 
rangka pengembalian kelebihan 
pembayaran Pajak Holel. 

. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. ' ..... . 

Purwoke rto, .................. . 
Kepada Ylh 
• • • • • • • ! • • ' • •' • • • • • '•••I••• • •• • o' • • • • • • • ♦ o 

Sehubuogan dengan suraL Saudara Nomor .... .. .. tanggal ........ perihal 
permohonan pengembalian kelebLhan pembayaran Pajak Holel , dengan ini Saudara 
diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencalatan, data dan/atau mformasi, dalam bentuk hardcopy 
dan/atau sojtcopy, yang melipu1.i : 

1 ............•.... . ····· ···· · ·········· ··· ·· ·· ···· ·· ··················· ··· ·······················•··•········· 
2. . ... ' .. ' ..... , .. ' .. ' ... ' .. ... . . ' . . ' . '. ' ..... ' .... ............................ . ' .. ' ..... · ·• ... , ............. .. 
3. . ......................................................... ...... ... ............ . ....................... dsL. 

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, da lam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy, agar diberikan kepada: 
l. Nama 
2. Jabatan 
3. Tempat : Badan Daerah/ Dinas Daerah 
paling lama 5 (lima) hari kerja sctelah diterimanya surac ini. 

Apabila dalam jangka wakLLI lersebut di atas Saudara tidak memberikan 
pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informas1, dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy, surat permohonan pengcmbalian kelebihan pembayaran Pajak 
Hotel tetap diproses sesuai dengan dokumcn, data, dan/atau informasi yang ada 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan te rima kasih. 

Tembusan: 
J . Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

KEPALA SADAN DA~RAH / D[NAS DAERAH 
l<ABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ............ .. ......... , ........ . 

2. Sekretaris Daerah Kabupalen Banyumas; 
3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 



D. F'ORMAT SURAT PERMJNTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGJ<A 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL. 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Peri hat 

Purwokeno, .................. . 

Kepada YLh 

Permintaan kelerangan tambahan 

dalam rangka pengembalian di 

kelebihan pembayaran Pajak Hotel. 

Sehubungan dcngan surat Saudara Nomor ... ... . tanggal .. .. . .. .. perihal 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel, dengan ini Saudar.:t 

diminta untuk memberikan ketc rangan tambahan dalam bentu.k hardcopy 

dan/atau softcopy, yang meliputi : 

1. . .................................... , ....................... , ........... ... .......... ....................... . 

2. ·········~--' .. , ······· ........................ ' .. ' .. ' .. ' ......................................... ' ......... . 

3. . .................. ................ .. ....... ... ............................. ...... ..................... dst. 

Keterangan tambahan dalam benruk hardcopy dan/atau softcopy, agar 

diberikan kepada : 

I. Nama 

2. Jabatan 

3. Tempat : (Sadan Dacrah/ Dinas Daerah). 

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat in.i. 
Apabila keterangan tambahan tersebut lidak Saudara berikan, pcrmohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel Letap diproses sesuai dengan 

dokumen, data, dan/aLau informasi yang ada. 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Lcrima kasih. 

Tembusan: 

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

KEPALA 

BANYUMAS, 

BAPENDA l<ABUPAT!l:N 

............. , ........................ . 
NIP ................................ . 

2. Sckretaris Daerah l{abupaten Banyumas; 

3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 



I 

E. FORMAT SKPDLB PAJAK HOTEL. 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBll-l BAYAR 

(Sl<PDLB) PAJAK IIOTEI, 

Nomor 

Tanggal Penerbitan 

Tanggal Jatuh Tempo 

A. Be, dasarka1\ Pe, da Kabupaten Banvumas Nornor I Tahun 201 I tentang PaJak Daerah 

sebagaimana telah d1ubah beberapa kah terakh,r dengan Peraturan Daerah Kabuparcn 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 1entang Pcrubahan Kedua atns Peraturan Bupat, Bfuwumas 

Nomor l Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, tc!lah dilakukan pemeriksaan ,Has pclaksanaan 

kewajiban Wajib Pajak : 

Narna 
= I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

NPWPD 
= I I I I I I I I I I I 

Alamat 

: I I 1111 ! 111111111111 IB-: 
B. Berdasarkan pemeriksaan terse bu cl a as, jurnlah kelebihan bayar adalah sebagai berikut 

I. Pajak yang telah dibayar Rp 
' 

2. Pajak yang seharusnya terutang Rp : 
3. Pajak yang lcbih dibayar (1-21 Rp 

' 
4. Sanksi administrasl Rp I 

5. 
Pengurangan atau penghapusan sanksi 

Rp 
Administratir 

6. Jum1ah kelebihan bayar (3-4•5) Rp 

Dengan Huruf: 

1 ....................................................................... ... .......................................... 

PERHATlAN: 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan 

Surat Perlnt.ah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 

Purwokerto, ...................... 

l<epala Badan Daerah/ Dinas Daerah 

Kabupatcn Banyumas, 

Nama ... ....... ................... 

NIP . .. .............. ....... ... , .. ,. 

I 
I 

I 



f. FORMAT KEPUTUSAN PENGEMBALJAN KELEBJHAN PEMBAYARAN PAJAK 

HOTEL. 

KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTVSAN l<EPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR ....... TAHUN ...... 

TENTANG 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL 

K.EPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH l<ABUPATEN BANYUMAS, 

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 

Mengingat 

Nomor ..... Tahun .. ......... , perlu menetapkan Kcputusan l<epala 

Dinas Sadan Pendapai.an Daerah tenlang Pengembalian Kelcbihan 

Pembayaran Pajak Hotel; 

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang Pembcntukan 

Daerah-daerah Kabupaten DaJa.m Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Peraluran Daerah l<abupalCn Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pcngclolaan Keuangan Dacrah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E): 

3. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 201 l tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor I 

Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraruran Daerah Kabupalcn 

Banyumas Nomor l Tahun 2011 tcntang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah l<abupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B); 

4. Peraturan Bupati Banyumas NClmor .... Tabun ......... tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menctapkan: K.EPUTUSAN KEPALA SADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG 

PENGEMBALIAN 1(1!:L,EBIHAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL. 

KESATU : Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Hoed yang seharusnva 
tidak terutang kepada wajib pajak : 
Nama ..... ... ............. ....................... .. 



KEDUA 

KETIGA 

Tembusan: 

NPWPD 

Ala.mat 

• •••Io o • • • • • • • • o o o • • o • o • o • o o o o o o Io o o ♦ o • o , o o I o• 

. . .................................... ' ...... . 
Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum 

PERTAMA, maka besarnya Pajak Hotel yang dikembalikan adalah 

sebesar Rp .... ............... ( .............. ......................... .......... ) 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pada tanggal ...................... . 

A.n. BUPATl BANYUMAS 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINA$ DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

...... ' .. ............................. . 
NTP ................ ............... .. 

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas 

3. lnspektur Kabupaten Banyumas 

4. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten 

Banyumas 

5. Arsip. 

*) Pilih salah satu. 



G. BENTUK DAN ISJ SPP PENGEMBALIAN PENDAPATAN 

l<OP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 

PENGEMBALJAN PENDAPATAN 

No. SPP • • • • • o • '• 0 • • o o o o • o O o o o o • o • o o Io o • 0 o o 

KepadaYth. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

SKPO ............................... .. 

Di Tempat 

Bcrsama ini kami mengajukan 

Pendapat.an sebagai berikut: 

1. 'T'ahun Anggaran diterimanya 

pendapatan 

2. Unruk Keperluan 

3. Nama Bendahara Pengeluaran 

Sural Pcrmintaan PcmbayaranPengembalian 

• • •' •' •' • •' • • •••• I •••••• • •' • • • • o • • '• 

4. Jumlah Pembayaran yang di min ta : Rp ..... .. ........ ............... .. 

(terbilang: .... ........................ ...................... ............................... . .............. ) 

5. Penerima 

a. Nama 0 • o o o o • o o O o o o O o • o • o • • o o I • o o IO o • ♦ o I o o 

b. No. Rekening Bank o • • • o • • , • 0 • • •• I • • • • ,••• I•• • • I • o o o I•• 

c. Na.ma Bank . ...................... ' ......... ' .. . 
6. Rencana Penggunaan: 

No. Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 

x.xx. xx.xx. xxxx.xx.x . , ..... . . . ' ..... 

Jumlah ······· 
Terbilang: • • • • • • • • o • • • • • o • • '• • o • • ••••••• I •••+-•••• ' 

........... ' ....... ' ... ' ................ . 
Bcndahara Ptmgeluanrn 

.. ' ................... ' .......... ' 
NIP ................. ........ .. . 



H. BENTUK DAN ISi SPM PENGEMBALlAN PENDAPATAN 

i) 
I 

KOP SADAN DAERAI-J / DlNAS DAERAH 
• 

SURAT PERlNTAH MEMBAYAR LANGSUNG (l...S) 
No.SPM . ·················· ··· ····· ' .... 

PENGEMBALIAN PENDAPATAN 

Kuasa Bendahnra Umum Dnernh Pemenn tah Knbup,uen Banyuma• supa.)'<1 menerb,tkan $1>2D pengembalian 

p,;ndapQtan tahun .............. kepadn; 

SKPD : •·· ······································•···························· 
Benda.hara/Nama Penerima : .................. , ...... ··•· ·•···· ... . ....... ............... 
No. RekcningBank : ,,,1.,0,,,,,,,oooOO•oo•••••oo' •••• • •••H •••••••••• •••••••••••••• HO 

Nam:t Bank : OOOOOOOOooooo,•oOOOOooooo•o•o •••••••OOOOooo,oOoOooo O OOO O oOo .. UoOOO• 

I 
NPWP ; ······""'''''''''''''''''"''''"'"''''"''' '" ' ''' ''' ''''• ·····••· I 

Pembebanan Pada Kodc Rekening: 
--I 

KodeRckomng Urajan Jumluh (RpJ 

x..xx....xx.xx...xxx.xx.xx ......... ....... 

Jumlah •• · ••. 

Jumla.h SPP Pengcmbah8.J'I Pendaparan ya ng d 1mmta 

1 ............................................................... ) 

Nomor dan tanggaJ SPP ·~···· ····' ······••-•·· ......................................... ~ . . 

Pengguna AnAA3rnn, 

I 
NIP .............. . 

j 



I. BENTUK DAN ISi SP2D PENGEMBALIAN PENDAPATAN 

No. SPM 

Tangr,al 

Sl<PD 

Bank 

l<OP BADAN DAERAI-I/ DINAS DAERAI-I 

PEMERINTAH l<ABUPATEN BANYUMAS 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 

Dan 

Tunggal 

Tahun Anggaran 

................ , ........ , .......... ....... ..... , ... ,, ..... . 

Hcnduklah mt.'11Cafrkan/mcmindahbukukl1n dari bal<i R~kcning Nomor ... ., ................... .. ... ... ...... ... .. uang 

sebesar Rp ....... . ............ ...... ... .. . ( ..... ..... ..... .. ... . .... .. ..... .. . . .. .... ,I 

Kcpada ••--• • •••• • ·••• •••···••• • u••• · · ·· " ···· • •· · · ···· ·•· ·••· · · ·" '' 

No. RekenmgBank 

Nama Bank 

Kcperluon U111uk ............. , ... ..... , .... 000f •• • • • ••ooo 0Ho 0< ......... ·····'' 
No. KodeRekenlng Uraian Jumluh (Rp) 

x.xx.xx.xx.>OOOOOOC .. .... ,~ ' .... .. 
. 

Jumlnh ....... 

J umlah SP2D yang dibayo.rknn : Rp .... . ..•• ... •. .. ..... ..•. .....•.... .. .......... ... ..........•... ..... 

Uang scjumlah : I 

l,embar 1: Bank yang D1tun1uk 

Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pcngguna Anggaran 

Lem bti r 3 : Annp Kuu,;a BUD 

Lcrnbar4· Bendahara/Pihak Ketlga• 

r~o. JJ\BATAN ,P~J'AF 

¥ • ~!)A -· --· 
I ~mll'I Vin - -
I 'A,e \'illro-tl 

L 

·····•··························· ·· ·········· ········"'' .J 

.. .. ....... .. , ....... , . . • ••• •••••••• • H 

Kuasa Bendaharu Umum D3crnh 

NJP 

BUPATI BANYUMAS, 

ACHMAD HUSEIN 

I 

I 

I 
l 

I 
l 
I 


